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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar Talak Di 

Pengadilan Agama Bojonegoro Tanpa Dihadiri Istri Atau Kuasa Hukumnya‛ 

adalah hasil penelitian lapangan unuk menjawab pertanyaan bagaimana deskripsi 

ikrar talak tanpa dihadiri istri atau kuasa hukumnya dengan analisis hukum Islam 

terhadap ikrar talak di Pengadilan Agama Bojonegoro tanpa dihadiri istri atau 

kuasa hukumnya.  

Penelitian ini menggunakan field research atau penelitian lapangan. 

Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan menggunakan 

pola pikir deduktif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara 

serta dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti. 

Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan hukum Islam 

dalam hal ini KHI dan hadis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara cerai talak di 

Pengadilan Agama Bojonegoro yang tidak dihadiri istri atau kuasa hukumnya 

sebenarnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh pengadilan 

untuk mengahdiri sidang sampai dengan putusan. Setelah putusan dibacakan ada 

upaya hukum verzet jika putusannya verstek dan upaya hukum banding kasasi 

jika putusannya kontradiktoir. Waktu upaya hukum setelah putusan dibacakan 

adalah 14 hari dan setelah tidak ada perlawanan oleh pihak termohon. Maka 

majelis hakim memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidah ikrar talak 

untuk suami menjatuhkan talak di depan Pengadilan Agama kepada istri. Akan 

tetapi, pihak istri tidak menghadiri ikrar talak pada tanggal yang telah ditentukan 

oleh Pengadilan Agama Bojonegoro.  

Hasil temuan terkait perkara cerai talak yang tidak dihadiri istri atau 

kuasa hukumnya dalam lingkungan Pengadilan Agama Bojonegoro ketika 

ditinjau menggunakan hukum Islam menunjukkan bahwa ada yang tidak sesuai 

menurut KHI pasal 113 ayat 3. Karena sudah dilakukan upaya pemanggilan yang 

cukup dan menggunakan kaidah al-Yaqin la yuzalu bi al-Syakk maka kemudian 

diputuskan bahwa si istri dalam keadaan tidak terhalang dari perceraian. 
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BAB I 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IKRAR TALAK DI PENGADILAN 

AGAMA BOJONEGORO TANPA DIHADIRI ISTRI ATAU 

KUASA HUKUMNYA. 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan yang suci, yang dengannya Allah Swt 

mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom dan 

yang tidak terhalang dalam ikatan perkawinan sesuai dengan syariat agama 

Islam yang akan membatasi hak dan kewajiban antara keduanya untuk 

mencapai tujuan dalam perkawinan. Ikatan ini bukan hubungan kontrak 

keperdataan biasa, akan tetapi hubungan ini juga menghalalkan hubungan 

badan antara suami isteri sebagai penyalur libido seksual manusia, oleh 

karena itu ikatan ini dipandang sebagai ibadah.
1
 

Menurut sudut pandang masyarakat, perkawinan merupakan tali 

ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan 

Negara. Guna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan 

masyarakat, perlu adanya landasar yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak 

pada masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini dituangkan dalam suatu 

Undang-undang.
2
 

Jika dilihat dari tujuan dilaksanakan perkawinan adalah untuk 

membentuk keluarga yag bahagia bersama dan kekal, namun pada faktanya 

                                                           
1
 Yayan Sopyan, Islam Negara (transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional) 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), Cet. 1, 127. 
2
 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardji, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-

Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW (Jakarta: Hidakarta Agung, 1981), 12. 
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bahwa perkawinan itu tidak selamanya berjalan dengan baik bahkan harus 

pula berakhir di tengah perjalanan. Pada kondisi tertentu seperti inilah 

alternative perceraian terpaksa ditempuh, karena hanya dengan itu suatu 

percecokan bisa diakhiri.
3
 

Di Indonesia telah diatur bab perkawinan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum 

Islam selanjutnya disebut (KHI). Sesuai pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 bahwa 

‚perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.‛
4
  

Dalam KHI juga dijelaskan dalam pasal 1 bahwa ‚perkawinan 

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.‛
5
 Serta sampai pada pembahasan putusnya perkawinan 

dijelaskan dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan 

dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. 

Untuk mengajukan perceraian di pengadilan baik Pengadilan Agama 

maupun Pengadilan Negeri pada hakekatnya merupakan hak yang dimiliki 

oleh kedua belah pihak yakni suami dan isteri. Perbedaan pihak mana yang 

mengajukan inisiatif perceraian inilah yang kemudian menjadikan istilah 

                                                           
3
 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis 

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta : Prenada Media, 2004), 49-50. 
4
 Pasal 1 Undang Undang Replubik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam ( Cetakan 1, Grahamedia Press 2014), 2. 
5
 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Replubik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ( Cetakan 1, Grahamedia Press 2014), 335. 
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perceraian menjadi beda. Apabila inisiatif cerai datang dari suami maka 

disebut cerai talak yang sesuai dengan pasal 114 KHI yang berbunyi: 

‚Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian‛, selanjutnya bila istri 

yang mengajukan maka disebut cerai gugat sesuai dengan pasal 132 ayat (1) 

KHI yang berbunyi: ‚Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya 

pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal 

penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin.‛ 

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat 

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Disyaratkan juga 

bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa 

antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 

isteri sesuai dengan pasal 38 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 

Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses 

perselisihan pasangan suami istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakam 

yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih 

menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada 

memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakam untuk  

mendamaikan perselisihan antara suami isteri dijelaskan oleh Allah dalam 

firman-Nya surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:  

                                  

                     
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‚Dan jika kamu mengkhawatirkan perselisihan antara kedua suami isteri, 

maka hendaklah kamu adakan seorang hakam dari keluarga suami dan 

seorang hakam dari keluarga isteri. Jika kedua hakam itu mau mengadakan 

perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri, sesungguhnya 

Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.‛
6
 

 

Perceraian tidak boleh dilakukan oleh seorang suami secara 

sembarangan, tetapi harus dengan cara yang baik setelah mendapat 

persetujuan pengadilan. Bahwa suami yang menceraikan isterinya tanpa 

memperdulikan batas-batas dan norma-norma yang wajib dipatuhi, suami 

mempunyai hak untuk menjatuhkan talak, namun talak hanya dapat jatuh 

pada perempuan yang jadi objeknya, jika perempuannya bukan merupakan 

objeknya, maka tidaklah ia dapat ditalak seperti perceraian secara sepihak 

tanpa hadirnya istri sebagai objeknya perlu ditegaskan status hukumnya.
7
  

Wanita yang ditalak, menurut kesepakatan para ulama madzhab 

disyaratkan harus seorang istri. Sementara menurut Imamiyah memberi 

syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta 

bukan wanita yang telah mengalami menopouse dan tidak pula sedang hamil. 

Hendaknya ia dalam keadaan suci dan tidak pernah dicampuri pada masa 

sucinya itu. Kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, nifas, atau 

pernah dicampuri pada masa sucinya maka talaknya tidak sah. Pada intinya 

talak harus dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci. Kalau tidak 

demikian, talak tersebut tidak bisa dianggap sebagai berdasarkan sunnah.
8
  

                                                           
6
 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 152. 

7
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazdhab terjemahan dari Al-Fiqh “ala Madzahib 

Al-Khamsah (Jakarta : Basrie Press, 1994), 166. 
8
 Ibid.,  
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Dari berbagai problematika yang terjadi, tak jarang ungkapan cerai 

terlontar dari mulut seorang suami terkadang tidak disadari oleh suami yang 

mungkin dalam keadaan emosi atau bercanda. Namun dari ungkapan yang 

terlontar tersebut, ternyata tidak membuat syariat memberikan dispensasi 

dengan tidak terjadinya talak. Nabi saw bersabda: 

َ٘ب شَُِئًب , وَلَب يَ : ُِ ََرَ  ٍٖ , وٌََ َ٘ب ءٌََ َِرَ : فَرَدٖ  ُٓ ءُ ٗٔ ثِ ٍِ رِوَا ََخٕ اُ خِرَي : لَب يَ ءَثِدُا اٌَّ أٔ ذَا  وَ فٔ

ِّطِهِ ٍُُْطََّكِ أَوِ ٌُُٔ  طَهُرَدِ فَ

‚Menurut suatu riwayat lain bahwa Abdullah Ibnu Umar berkata: ‚Lalu 

beliau mengembalikan kepadaku dan tidak menganggap apa-apa (talak 

tersebut). Beliau bersabda: ‘Bila ia telah suci, ia boleh menceraikannya atau 

menahannya.’‛ 
9
 

 

ْْ رَضُ َّرَ اَ ُٓ ػُ ِٓ اثِ َٗ اٌطَّلَاقُػَ َّ أَثِغَطَ الحَّلّايَ إًٌَِ اٌَّ ُِ لَب يَ: أ ٗٔ وَضََّ ُٗ ػٍََُِ ٗٔ صًََّ اٌٍَّ  ىِيُ اٌَّ

‚Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‚Perbuatan halal yang 

sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak‛
10

 

 

Dalam Hukum Islam telah dijelaskan bahwa hak penuh atas talak 

adalah suami. Karena talak itu berkaitan dengan ungkapan yang diucapkan 

oleh pihak yang boleh melakukannya. Sebagaimana telah disebutkan dalam 

firman Allah pada Q.S At-Thalaq ayat 1: 

                                                           
9
 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum 

Panduan Hidup Muslim Sehari-hari (Jogjakarta : Hikam Pustaka, Cet.1 2009),  285. 
10

 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996), 34. 
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                       

                      

                           

                       

‚Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu (akan mendekati) iddahnya dan hitunglah 

waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. janganlah kamu 

mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan tidak diizinkan pula keluar 

kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum 

Allah, dan barang siapa yang melaggar hukum-hukum Allah, maka 

Sesungguhnya dia Telah berbuat aniaya terhadap pada dirinya. Engkau tidak 

mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang 

baru.‛
11

 

 

Dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. Sedangkan dalam pasal 115 KHI bahwa ‚Perceraian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan 

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak.‛ Hal ini sudah sangat jelas bahwa putusnya perkawinan karena cerai 

maupun karena gugatan istri kepada suami tidak dianggap sah jika dilakukan 

diluar sidang Pengadilan.
12

 

                                                           
11

 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 1138. 
12

 Ibid, Undang-undang Perkawinan..., 365. 
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Di dalam sidang pengadilan akan ditetapkan kewajiban-kewajiban 

yang harus dipikul oleh suami baik sebelum dan sesudah perceraian 

dilaksanakan. Sidang majelis hakim pengadilan yang memeriksa perkara 

perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat harus dilaksanakan dalam 

sidang tertutup. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak saling 

mengungkapkan hal yang bersifat pribadi bahkan merupakan aib yang 

kurang layak diketahui orang lain. Disamping itu, juga diharapkan kedua 

belah pihak bersedia memberikan keterangan yang lengkap untuk bahan 

pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap gugatan yang 

diajukan. Meskipun pemeriksaan gugatan perceraian dilaksanakan dalam 

sidang tertutup tetapi pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang 

terbuka untuk umum, sebab putusan perceraian ini membawa akibat hukum 

tertentu walaupun masih harus menunggu sampai putusan tersebut 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Banyak orang beranggapan bahwa setelah dibacakannya suatu 

putusan dalam perkara cerai gugat maka suatu hubungan perkawinan 

tersebut telah putus dan sudah tidak lagi adanya hak dan kewajiban antara 

suami maupun isteri. Padahal putusnya perkawinan yang diajukan oleh 

suami terhadap isterinya adalah ketika pihak suami telah membacakan ikrar 

talaknya dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan pembacaan ikrar talak 

setelah ditentukan hari sidang oleh Pengadilan yang telah mempunyai 

hukum tetap hal ini sesuai dengan pasal 123 KHI.
13

 

                                                           
13

 Ibid, Kompilasi Hukum Islam..., 367. 
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Menurut HIR dan RBg dalam beracara di muka persidangan 

pengadilan dapat dilakukan secara langsung, dan dapat juga secara tidak 

langsung. Apabila beracara tidak langsung, maka dapat mewakilkan 

perkaranya itu kepada pihak lain yang biasa disebut sebagai kuasa hukum 

yang telah diatur dalam pasal 123 HIR, 147 Rbg.
14

 

Pada umumnya dalam sidang ikrar talak ini kedua belah pihak harus 

hadir di persidangan yang telah diatur dalam pasal 70 ayat 3 Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989. Dengan kehadiran kedua belah pihak yakni suami atau 

istri supaya tidak ada lagi kekecewaan dan penyesalan diantara keduanya 

serta terpenuhinya kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan 

mut’ah kepada mantan istrinya sesuai dengan pasal 119 KHI yang berbunyi 

‚suami yang menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak, maka suami 

wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul,15
 begitu pula 

sebaliknya pada pihak istri yang telah dipenuhinya hak nya pasca perceraian 

dan setelah dibacakannya ikrar talak tidak ada lagi saling bermusuhan dan 

diharapkan meskipun sudah putus hubungan perkawinannya namun tali 

silaturahmi tetaplah terjaga dengan baik.  

Sesuai dengan fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro 

yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara 

perdata salah satunya yakni tentang perceraian karena permohonan talak 

suami kepada isterinya telah terjadi kejanggalan oleh penulis yakni pihak 

                                                           
14

 R. Soesilo, RIB/HIR Dengan Penjelasannya (Bogor: Politeia, 1995), 80. 
15

 Ibid., Kompilasi Hukum Islam…., 171. 
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termohon yang dimaksud adalah pihak istri tidak hadir dan tidak 

menguasakan pada kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan ikrar 

talak oleh si suami atau disebut pihak pemohon. Hal ini pun tidak satu 

perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bojonegoro saat ini 

bahkan juga banyak sekali permohonan cerai talak yang tidak dihadiri oleh 

istri (termohon) atau kuasa hukumnya, salah satunya yakni dalam nomor 

perkara 1381/Pdt.G/2018/PA.Bjn yang telah dipanggil secara patut dan resmi 

oleh pengadilan dan tidak memberi tahu alasan atas ketidakhadirannya 

tersebut kepada majelis hakim yang menangani kasus tersebut. Akan tetapi 

bukan berarti sidang ikrar talak ditunda sampai pihak termohon hadir, 

melainkan majelis hakim akan tetap melanjutkan persidangan atas 

persetujuan pihak pemohon karena pihak termohon tidak memberikan alasan 

apapun dengan ketidakhadirannya sesuai dalam pasal 70 ayat 5 Undang-

undang No. 7 Tahun 1989.
16

  

Menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa ada kemunginan 

pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula 

mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sekalipun sudah 

dipanggil dengan patut oleh juru sita, maka gugatan dikabulkan dengan 

putusan di luar hadirnya termohon atau verstek kecuali gugatan itu melawan 

hak dan tidak beralasan.
17

 

                                                           
16

 M. Nur Wachid, Wawancara, Bojonegoro, 21 November 2018. 
17

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty (Yogyakarta, Cet 1, Edisi 7, 

2006), 107-110. 
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Apabila pihak suami yang dimaksud pemohon tidak hadir dalam 

persidangan ikrar talak, maka sesuai dengan pasal 131 ayat 4 KHI berbunyi 

‚Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan 

terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk 

mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Berarti 

perceraian pun dianggap tidak pernah terjadi dan ikatan perkawinan 

dianggap tetap ada dan utuh.
18

 

Dengan demikian yang menjadi persoalannya adalah apabila istri 

tersebut tidak dalam keadaan suci melainkan pada waktu haid atau hamil 

bahkan dalam keadaan ba’da dukhul diwaktu suci ketika sidang ikrar talak 

berlangsung saat itu. Bagaimana hukum nya pada suami istri tersebut. 

Misalnya keadaan istri yang sedang haid secara otomatis masa tunggu atau 

iddah nya akan lebih lama dibandingkan dengan cerai talak ketika suci 

begitu pula istri yang sedang dalam keadaan hamil yang masa iddah nya 

sampai ia melahirkan. Di dalam akta cerai itu tidak ada keterangan dan kalau 

keterangan itu muncul jika yang mengajukan pihak istri, kalau pihak suami 

yang mengajukan tidak ada istilah verstek atau tidak verstek. Jadi semua 

tidak akan muncul disitu dan yang muncul hanya status pernikahan 

kemudian akta nikah. Berbeda dengan yang mengajukan istri nanti itu ada 

keterangan suci atau tidak, ba’da dukhul atau qabla dukhul hanya itu aja.
19

 

                                                           
18

 M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta : Sinar 

Grafika, 2005), 233. 
19

 M. Nur Wachid, Wawancara, Bojonegoro, 02 Juli 2019. 
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Jika suami yang menceraikan isterinya ketika haid maka talak 

tersebut disebut dengan talak bid’i. Talak bid’i adalah menceraikan isteri 

dalam keadaan haid dan nifas atau dalam keadaan suci namun telah 

berhubungan dengannya. Para ulama telah sepakat bahwa talak bid’i haram, 

sedangkan orang yang melakukannya berdosa.
20

 

Jika dilihat dalam Hukum Islam suami yang menjatuhkan talak pada 

isterinya haruslah istri dalam keadaan suci. Akan tetapi dalam Hukum 

Positif membolehkan atau mengizinkan pihak pemohon untuk membacakan 

ikrar talak tanpa dihadiri pihak termohon, dengan alasan sudah dipanggil 

secara patut dan resmi oleh Pengadilan tanpa melihat status isteri itu dalam 

keadaan suci, haid atau dalam keadaan hamil. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara 

mendalam, dan selanjutnya akan diimplikasikan dalam suatu karya ilmiah 

yang berbentuk skripsi dengan judul: ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Ikrar 

Talak Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tanpa Dihadiri Istri Atau Kuasa 

Hukumnya‛. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Setelah penulis memaparkan latar belakang, selanjutnya penulis akan 

mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai 

berikut: 

                                                           
20

 Dr. Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam) (Jakarta : Sinar 

Grafika Offset, 2010), 336. 
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1. Tinjauan umum tentang talak meliputi pengertian talak, macam-macam 

talak, bentuk-bentuk talak, serta hukum dalam talak. 

2. Dampak ikrar talak di pengadilan tanpa dihadiri oleh istri atau kuasa 

hukumya. 

3. Bagaimana Kasus ikrar talak yang terjadi di Pengadilan Agama 

Bojonegoro tanpa dihadiri istri atau kuasa hukumnya. 

4. Bagaimana sidang penetapan ikrar talak di Pengadilan Agama Bojonegoro 

tanpa dihadiri istri atau kuasa hukumnya menurut Hukum Islam. 

 

C. Batasan Masalah 

Permasalahan yang telah diuraikan belum tentu bersifat konkret dan 

spesifik, terkadang masih bersifat umum. Apabila terjadi demikian, maka 

permasalahan tersebut harus dipersempit agar konkret dan spesifik melalui 

pemecahan masalah menjadi sub-sub masalah atau sederet pertanyaan yang 

relevan dengan permasalahan pokoknya.
21

 Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Diskripsi kasus ikrar talak di Pengadilan Agama Bojonegoro tanpa 

dihadiri istri atau kuasa hukumnya. 

2. Analisis Hukum Islam terhadap ikrar talak di Pengadilan Agama 

Bojonegoro tanpa dihadiri istri atau kuasa hukumnya. 

 

D. Rumusan Masalah 

                                                           
21

 Bambang Sungguno, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), 106-107. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan oleh penulis dan 

telah memaparkan batasan masalah, maka selanjutnya penulis akan 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana diskripsi kasus ikrar talak di Pengadilan Agama Bojonegoro 

yang tanpa dihadiri istri atau kuasa hukumnya? 

2. Bagaimana analisis ikrar talak di Pengadilan Agama Bojonegoro tanpa 

dihadiri istri atau kuasa hukumnya menurut Hukum Islam? 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan diskripsi ringkasan tentang kajian atau 

penelitian yang sudah penuh di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan pengulangan dari kajian atau 

penelitian yang telah ada. Sebelum penulis melakukan penelitian, yang 

dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan penelitian studi terlebih dahulu 

melalui beberapa skripsi terdahulu untuk mengetahui apa saja yang sudah 

diteliti, dan mengetahui kekurangan serta kelebihan yang terdapat dalam 

skripsi terdahulu. 

Adapun judul-judul skripsi itu adalah: 

1. Dalam skripsi Yasin Anwar dalam skripsinya yang berjudul ‚Perceraian 

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kawengen, 

Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang Tahun 2003/2004).‛ Dalam 

skripsi ini menjelaskan tentang perceraian merupakan perbuatan yang 

dibenarkan, akan tetapi hal itu sangat dibenci Allah. Karena dengan 
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adanya perceraian tersebut mengakibatkan perubahan status sosial, baik  

ini mengenai anak, istri dan suami bahkan pemerintah pun telah membuat 

peraturan yang mempersulit perceraian diatur dalam Undang-undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
22

 Persamaan nya dari sudut analisis 

Menurut Hukum Islam, akan tetapi pada skirpsi yang akan saya teliti 

adalah tentang ikrar talak yang tidak dihadiri oleh istri atau Kuasa 

Hukumnya menurut Hukum Islam. 

2. Imam Maliki dalam skripsinya yang berjudul ‚Ikrar Talak Yang 

Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum Islam Tahun 

1111.‛ Menjelaskan tentang bagaimana hukum ikrar talak yang 

diwakilkan oleh kuasa hukum perempuan terhadap pembacaan ikrar talak 

di hadapan majelis hakim. Dalam hukum Allah Swt tidak memberikan 

hak bagi wanita dalam hal nikah dan tidak juga dalam hal talak. Karena 

semua itu merupakan hak yang diberikan kepada laki-laki dalam 

mengucapkan.
23

  Yang menjadi perbedaan dalam skripsi saya adalah 

status ikrar talak yang tidak diwakilkan oleh kuasa hukum menurut 

Hukum Islam. 

3. Abd. Salam seorang Ketua Pengadilan Magetan yang membahas tentang 

Ikrar Talak Harus di Depan Pengadilan (Kajian Atas Pasal 39 UU Nomor 

1 Tahun 1974 Perspektif Ushul Fiqh) pada website Pengadilan Agama 

                                                           
22

 Yasin Anwar, Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus desa Kawengen 
Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang, 2004. 
23

 Imam Maliki, Ikrar Talak yang Dilakukan Oleh Kuasa Hukum Perempuan Menurut Hukum 
Islam, (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah, STAIN 

Tulungagung, 2011. 
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Purworejo 18 februari 2014, menjelaskan tentang ikrar talak yang 

merupakan bagian daripada proses perceraian di Pengadilan haruslah 

dibacakan dan dipersaksikan di depan Pengadilan, jika dilihat dari 

prosedur kaidah-kaidah fiqhiyah, maka prosedur semacam ini sangatlah 

baik dan sesuai dengan hukum-hukum Islam. Perbedaan dengan penulis 

adalah letak jika termohon tidak hadir dalam sidang ikrar talak menurut 

hukum Islam. 

4. Dalam skripsi R. Abdul Malik tentang ‚Ketidakhadiran Pemohon Dalam 

Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ambarawa)‛. 

Yang menjadi titik fokus dalam skripsinya adalah mengetahui latar 

belakang pemohon yang tidak hadir dalam sidang ikrar talak serta akibat 

hukum dari ketidakhadirannya dan upaya hukum yang dapat ditempuh 

setelah penetapan Pengadilan Agama Ambarawa.
24

 Hal ini berbeda sekali 

dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu tentang ketidakhadiran 

termohon atau kuasa hukumnya di Pengadilan Agama Bojonegoro 

menurut hukum Islam. 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil 

agar dapat tercapai, maka perlu juga dalam menetapkan adanya suatu tujuan. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
24

 R. Abdul Malik, Ketidakhadiran Pemohon Dalam Pelaksanaan Ikrar Talak (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Ambarawa), (Skripsi S1 Jurusan Syariah, Program Studi Akhwal Al-

Syakhsiyyah, STAIN Salatiga, 2012. 
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1. Untuk mendiskripsikan kasus ikrar talak dihadapan pengadilan sebagai 

salah satu alasan putusnya perkawinan yang tidak dihadiri oleh istri atau 

kuasa hukumnya. 

2. Untuk menganalisis ikrar talak yang tidak dihadiri oleh istri atau kuasa 

hukumnya di Pengadilan Agama dalam pandangan Hukum Islam. 

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi ini mempunyai banyak 

kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non 

akademisi. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini baik secara teoritis 

maupun praktis  sebagai berikut
25

: 

1. Kegunaan secara teoritis 

a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik kepada 

pembaca pada umumnya Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Sunan Ampel Surabaya khususnya. 

b. Memberikan informasi bahan referensi dalam menambah pengetahuan 

mengenai ikrar talak jika isteri atau kuasa hukumnya tidak hadir 

dilihat dari segi Hukum Islam. 

2. Kegunaan secara praktis: 

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi 

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum apabila terdapat problematika 

                                                           
25

 Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 56. 
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terhadap perbedaan Ikrar talak yang tidak dihadiri istri atau kuasa 

hukmnya antara Hukum Islam. 

b. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan teori-teori baru serta 

mengembangkan teori-teori yang sudah ada. 

 

H. Definisi Operasional 

Pada penelitian skripsi ini yang berjudul Analisis Hukum Islam 

Terhadap Ikrar Talak di Pengadilan Agama Bojonegoro Tanpa Dihadiri Istri 

atau Kuasa Hukumnya. Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas 

dan memperjelas maksud dari bahasan penulis agar dapat mengurangi 

kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahami pembahasan penelitian 

ini. Oleh karena itu, maka penulis perlu memberikan definisi dari judul 

penelitian ini sebagai berikut: 

Hukum Islam  : Hukum yang mengatur hubungan antara makhluk dengan 

khalik dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama 

makhluk yang digali dari sumber-sumber hukum.
26

 Akan 

tetapi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah KHI dan 

beberapa kitab fiqih seperti Fiqih empat madzhab dan fiqih 

tujuh serta kaidah fiqiyah.  

Ikrar Talak  : Ungkapan suami (pemohon) untuk menceraikan isteri 

dalam bentuk ucapan dengan sebab dan alasan yang kuat 

untuk menceraikan istrinya.yang dimaksud ikrar talak yang 

                                                           
26

 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 37 
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di dalam skripsi ini adalah kasus-kasus ikrar talak di 

pengadilan Agama Bojonegoro yang tidak dihadiri istri atau 

kuasa hukumnya. 

Istri  : Seorang wanita atau perempuan yang telah menikah 

dengan seorang pria dalam suatu pernikahan. Dalam hal ini 

yang dimaksud istri yanga akan di cerai di Pengadilan 

Agama sebagai pihak termohon dalam permohonan cerai 

talak oleh suami. Yang dimaksud disini adalah istri yang 

tidak hadir padahal sudah dipanggil beberapa kali. 

Kuasa Hukum  : Seseorang atau badan hukum yang bertindak mewakili 

orang atau badan hukum dalam menyelesaikan suatu kasus 

hukum. Yang dimaksud adalah mewakili pihak termohon 

atau istri dalam menyelesaikan suatu kasus hukum pada ceri 

talak. 

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat 

memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan 

tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode 

penelitian berhubungan dengan prosedur teknik, alat, serta desain  penelitian 

yang digunakan.
27

 

                                                           
27

 Winarta Sujarweni, Metode Penelitian....,5 
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Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah  

penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini penulis meneliti tentang 

status ikrar talak di Pengadilan Agama Bojonegoro tanpa dihadiri istri atau 

kuasa hukumnya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. 

Dalam penelitian tentang ‚Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif 

Terhadap Status Ikrar Talak Tanpa Dihadiri Istri Atau Kuasa Hukumnya‛ 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Data diskripsi perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bojonegoro 

yang dalam sidang pembacaan ikrar talak tidak dihadiri istri atau kuasa 

hukumnya. 

b. Data tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang 

tidak hadirnya istri atau kuasa hukumnya dalam pembacaan ikrar talak 

di depan persidangan. 

2. Data  

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.
28

 

1) Hasil wawancara terhadap sebagian hakim di Pengadilan Agama 

Bojonegoro yang menangani perkara cerai talak tanpa dihadiri istri 

atau kuasa hukumnya. 

2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab tentang Putusnya 

Perkawinan Serta Akibat. 

                                                           
28

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), 51. 
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3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli 

yang memuat informasi atau data tersebut.
29

 

1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama 

(UU PA). 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

4) RIB/HIR. 

5) Fikih Munakahat Kajian Fikih NIkah Lengkap oleh M.A. Tihami. 

6) Sharih hadist Bukhori Muslim. 

7) Formulasi Nalar Fiqih (Telaah Kaidah Fiqh Konsektual) oleh 

Maimoen Zubair. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan penulisan 

untuk mengungkap atau menjaring informasi data penelitian sesuai 

                                                           
29

 Tatang M. Amrin, Menyusun Rencana Penulisan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 

133. 
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dengan lingkup penelitian itu sendiri.
30

 Responden yang menjadi sumber 

dalam penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Agama Bojonegoro 

yang menetapkan sidang ikrar talak tanpa dihadiri istri atau kuasa 

hukumnya. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah suatu proses kegiatan penelitian 

dengan cara Tanya jawab kepada responden secara langsung dengan 

lisan dalam rangka memperoleh informasi yang akurat tentang masalah 

yang diteliti.
31

 Khususnya kepada hakim Pengadilan Agama 

Bojonegoro yang menangani perkara cerai talak tanpa dihadiri oleh 

istri atau kuasa hukumnya. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengamatan atau peninjauan secara 

cermat terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung.
32

 

c. Kepustakaan 

Kepustakaan merupakan salah satu pengumpulan data tambahan 

secara umum dalam penelitian lapangan (Field Research). Karena 

                                                           
30

 Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum) (Surabaya : UINSA Press, 2014), 74. 
31

 Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), 83. 
32

 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, 
Agama, dan Humaniora (Yogyakarta : Paradigma, 2012), 126. 
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pengumpulan data dari penelitian lapangan kepustakaan jauh lebih luas 

bahkan tidak mengenal batasan ruang. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan 

memilih dan menyeleksi data tersebut berbagai segi yang meliputi 

kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keasliannya, 

kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
33

 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga dapat memeperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan 

masalah. 

5. Teknik Analisis Data 

Adapun langkah selanjutnya setelah memperoleh data yang 

terkumpul, maka penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan 

metode kualitatif kemudian diinterpretasikan sedemikian rupa dengan 

metode deduktif. Yang dipaparkan oleh penulis dalam data primer 

maupun data sekunder  yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi 

dokumen dan beberapa hasil wawancara kepada pihak terkait dalam kasus 

ikrar talak tanpa didadiri oleh istri atau kuasa hukumnya. 

Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, supaya 

mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh 

                                                           
33

 Muhammad Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

91. 
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mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti 

oleh penulis. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini agar permasalahan diangkat 

dengan pembahasan skripsi yang sesuai, maka diperlukan adanya sistematika 

penulisan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain. Tiap bab terdiri 

dari setiap sub bab dengan maksud untuk memudahkan dalam hal yang 

dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah: 

BAB I: PENDAHULUAN; Berisi tentang latar belakang, identifikasi 

masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi penelitian, metode penelitian, 

sistematika penelitian. 

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK MENURUT 

HUKUM ISLAM; Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang tinjauan 

umum tentang talak, ikrar talak, mekanisme perkara cerai talak di 

Pengadilan Agama. 

BAB III: IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA 

BOJONEGORO; Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang sejarah, 

kewenangan, dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, dan hasil 

wawancara majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap ikrar 

talak tanpa dihadiri istri atau kuasa hukumnya. 
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BAB VI: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IKRAR 

TALAK DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TANPA DIHADIRI 

ISTRI ATAU KUASA HUKUMNYA; bab ini akan memaparkan analisis 

Hukum Islam terhadap ikrar talak di Pengadilan Agama Bojonegoro tanpa 

dihadiri istri atau kuasa hukumnya berdasarkan pada BAB II dan BAB III 

yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan ini. 

BAB V: PENUTUP; Dalam bab lima ini karena merupakan bab 

penutup, maka penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang 

penulis sajikan di atas, saran. 
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BAB II 

TALAK MENURUT HUKUM ISLAM 

A. Talak. 

1. Pengertian Talak. 

Talak menurut bahasa Arab nya yaitu kata  َْاطِْلاق yang berarti 

lepasnnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan 

perkawinan. Talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan dan 

membebaskan. Sedangkan dalam istilah syarak yakni istilah yang 

diterapkan pada pelepasan ikatan pernikahan.
1
 

Dalam riwayat Ibnu Umar: 

َّرَ رَظٔ ِٓ ػُ ِٓ اثِ ٗٔ ػَ ٗٔ  ص: أَ ثِغَطُ اٌْذَلَا يِ إًٌَِ اٌَّ َّب لَب يَ :لَبيَ رَ ضُىِ يُ ا ٌَّ ُٗ ػَِٕهُ ٍَ اٌَّ

ُٗ ٍُ إِرِ ضَب ٌَ ُُ، وَرَ جٖخَ أَثُىِ دَب رٔ ِٗ، وَصّذٖذَهُباٌْذَب ؤ َِب جَ  ُٓ  اٌطَّلَا قُ. رَوَا ُٖ أَثُى دَاوُدَ، وَاثِ

‚Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, ‚Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.‛ (HR. 

Abu Dawud dan Ibnu Majah. Disahkan oleh al-Hakim. Abu Hatim 

menguatkan sanadnya yang mursal).
2
 

Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga 

setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi 

suaminya. Ini terjadi dalam talak ba’in, sedangkan arti menguangi 

pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi seorang 

suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak menjadi hak suami 

                                                           
1
Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemah Kifayatul akhyar 2 (Surabaya : PT. Bina 

Ilmu), 466. 
2
 Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, Sayarh Bulughul Maram Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-

Asqalani (Jogjakarta: Raja Publishing, 2012), 826. 
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dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang 

hal dalam talak raj’i.
3
 

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan 

untuk selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami istri terus 

berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Dalam 

firman Allah surat An-Nisa’ ayat 1: 

                      

                         

                      
‚Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu daripada  satu diri, dan daripadanya Allah 

menciptakan pasangannya, dan memperkembangbiakkan dari keduanya 

lelaki dan perempuan yang banyak, dan bertaqwalah kepada Allah yang 

kamu saling meminta dengan (menyebut nama) Nya, dan (peliharalah 

hubungan keluarga). Sesungguhnya Allah adalah sangat memperhatikan 

kamu.‛
4
 

 

Dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu 

tertentu. Jika tertulis di dalamnya terdapat waktu tertentu maka akadnya 

sah dan pembatasan waktunya tidak berguna, demikian selamanya. Allah 

menetapkan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika 

obat selainnya tidak lagi berrmanfaat.
5
 

                                                           
3
 Tihamu dan Sohari, Fiqih Munakahat: Kajian Nikah Fiqih Nikah Lnegkap (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada Cet. 2, 2010), 230. 
4
 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 104. 

5
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam (Jakarta : Sinar Grafika 

Offset, 2010), 330. 
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2. Rukun dan syarat talak 

a. Rukun Talak 

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak. 

Talak akan terwujud jika unsur yang dimaksud itu lengkap. Sebagai 

berikut:
6
 

1) Suami 

a) Berakal, dalam hal ini jika seorang suami itu gila atau hilang 

akalnya atau rusak karena sakit maka tidak jatuh talaknya 

b) Baligh, orag yang belum dewasa atau baligh juga tidak 

dipandang sah talaknya 

c) Atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun 

atau memang atas kemauan seorang suami tersebut untuk 

menceraikan istrinya. 

2) Istri 

a) Istri yang masih tetap dalam kekuasaan suami 

b) Kedudukan istri tersebut harus berdasarkan atas akad perkawinan 

yang sah. 

3) Sighat talak 

b. Syarat talak 

Islam menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk 

talak, yaitu sebagai berikut:
7
 

                                                           
6
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), 201-205 

7
 Su’ad Ibrahim Shalih, Adhwa’ ala’ Nizham Al-Usrah fi Al-Islam (As-Su’udiyyah : Tuhamah), 

160. 
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1) Secara individu, seorang tersebut baligh, berakal, taat, dan terpilih. 

Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang 

dipaksa, dan orang yang mabuk. 

2) Dalam segi ucapan, para ulama fiqih menyatakan bahwa talak tidak 

terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, 

seperti ‚engkau aku talak‛ 

3) Adapun dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. 

Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak 

diucapkan dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seorang 

yang mengucapkan talak karena dipaksa atau saat mabuk maka 

talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalnya. 

4) Adapun dari segi jumlah, Alquran telah menjadikan talak tiga kali 

secara terpisah. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 

229 : 

                         

                       

                       

                      

                  

‚Talak (yang dapat dirujuk) hanya dua kali. Sesudah itu boleh rujuk 

lagi dengan carayang patut atau menceraikan (isterina) dengan baik. 

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu 
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berikan kepadanya, kecuali jika keduanya merasa khawatir tidak 

akan dapat  menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jika kamu 

khawatir bahwa keduanya tidak mampu menegakkan  hukum-

hukum Allah, maka  tidak ada dosa atas keduanya tentang yang 

diberikan (istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, 

maka janganlah kamu melanggarnya. Dan barang siapa melanggar 

hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.‛
8
 

 

5) Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqh bahwa kesaksian 

adalah wajib dalam talak. 

3. Macam-Macam Talak 

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, 

talak dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut: 

a. Menalaknya bisa sunnah dan bisa bid’ah, yaitu wanita yang masih bisa 

mengalami haid. 

1) Yang sunnah yaitu menjatuhkan talak ketika wanita dalam keadaan 

suci yang pada saat suci itu tidak pernah disetubuhi. 

2) Yang bid’ah ialah menjatuhkan talak ketika wanita sedang haid, 

atau ketika suci tetapi pada saat itu pernah digauli. 

b. Menalaknya tidak sunnah dan tidak bid’ah yaitu empat macam wanita: 

1) Istri yang masih kecil (belum pernah haid) 

2) Istri yang sudah tidak bisa haid lagi (monopause) 

3) Istri yang hamil 

4) Istri yang dikhuluk yang tidak pernah disetubuhi suami.
9
 

Kemudian bisa dilihat dari beberapa segi antara lain: 

                                                           
8
 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 64. 

9
 Al Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Terjemah Kifayatul akhyar 2, op.cit., 477-478. 
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a. Dari segi masa iddah ada tiga yaitu: iddah haid atau suci, iddah karena 

hamil, iddah dengan bulan. 

b. Dari segi keadaan suami ada dua yaitu: talak mati dan talak hidup. 

c. Dari segi proses atau prosedur terjadinya ada tiga yaitu: talak langsung 

oleh suami, talak tidak langsung (lewat hakim di pengadilan), dan talak 

lewat hakamain. 

d. Dari segi baik tidaknya ada dua yaitu talak sunni dan dan talak bid’i. 

Para ulama dahulu dan sekarang selalu menyifati talak dengan 

sunah dan bid’ah. Ada dua istilah dalam memberikan dua pengertian 

tersebut: 

1) Sunah ialah tidak haram menjatuhkannya, sedangkan bid’ah ialah 

haram menjatuhkannya. Menurut istilah yang pertama ini tidak ada 

pembagian lagi selain sunnah dan bid’ah. Yaitu yang berlaku umum 

dan diikuti oleh pengarang adalah sebagai berikut:
10

 

a) Talak yang sunah ialah menalak istri yang sudah disetubuhi 

namun tidak hamil, bukan istri yang masih kecil (belum pernah 

haid) dan bukan istri yang tidak bisa haid kembali. 

b) Talak yang bid’ah ialah menalak istri yang sudah disetubuhi, 

pada saat talak itu istri sedang haid atau sedang nifas atau pada 

saat suci yang pada saat suci itu pernah disetubuhi dan tidak jelas 

hamilnya. 

                                                           
10

 Ibid., 478. 
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c) Tinggal satu bagian lagi, yaitu talak yang tidak sunah dan bid’ah, 

misalnya menalak istri yang belum pernah disetubuhi, istri yang 

sedang hamil, istri yang sudah tidak bida haid lagi, dan istri yang 

masih kecil, sebagaimana yang telah disebutkan pengarang, dan 

ini termasuk pembagian ketiga. 

e. Ditinjau dari segi sifat syariatnya, talak terbagi menjadi dua bagian 

yaitu: 

1) Talak Sunni 

Talak sunni adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan 

agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampuri 

dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali di 

masa bersihnya itu. Adapun syarat dalam talak sunni sebagai 

berikut: 

a) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak dijatuhkan 

pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak 

sunni. 

b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah talak. Yaitu istri 

dalam keadaan suci dari haid. 

c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa 

suci itu suami tidak pernah mengumpuli istrinya. 

Menurut Sudarsono talak sunnah ialah talak yang dibolehkan 

atau sunnah hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan istri belum 

digauli ketika suci dari haid. Jika talak yang diucapkan berturut-
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turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam 

keadaan suci dari haid serta belum digauli pada tiap waktu suci dari 

haid itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga 

kalinya tidak dapat dirujuk kembali.
11

 

2) Talak Bid’i 

Talak bid’i ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan 

jumlah yang tidak tepat. Talak bid’i merupakan talak yang 

dilakukan bukan menurut petunjuk syariah, baik mengenai 

waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah 

talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau 

terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga 

talak yang dijatuhkan selakigus. Ulama sepakat talak bid’i, dari segi 

jumlah talak, ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak 

bid’i itu haram dan melakukannya itu berdosa.
12

 

Pendapat yang telah dikemukakan oleh Peunoh Daly 

tersebut adalah tepat, bahwa apabila dianggap sah talak pada waktu 

istri haid atau pada waktu suci dari haid namun telah dicampuri, 

maka hal itu terdapat adanya unsur penganiayaan. Maka, dapat 

dipahami perintah Rasulullah kepada Ibnu Umar yang mentalak 

istrinya yang sedang haid agar ia rujuk kembali yang berarti 

menambah lebih panjang masa idahnya, ini adalah suatu 

                                                           
11

 Sudarsono, op.cit., 133. 
12

 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 331. 
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penganiayaan. Hal ini mustahil dikehendaki oleh Rasulullah dan 

tidak sesuai dengan prinsip Islam, yang lebih tepat bahwa perintah 

Rasulullah kepada istrinya adalah untuk menghindarkan istri dari 

penganiayaan dan memberi jalan yang lebih baik baginya. Maksud 

tersebut tidak akan tercapai kalau sekiranya talak Ibnu Umar 

terhadap istrinya yang sedang haid dianggap sah. 

Talak bid’i antara lain: 

a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut 

haid (menstruasi) 

b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam 

keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia 

dalam keadaan suci tersebut.
13

 

Para ulama’ berbeda pendapat tentang jatuh tidaknya talak 

bid’i itu, yaitu: 

a) Pendapat mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi’i, Imam Maliki, dan 

Imam Hambali menyatakan talak bid’i walaupun talaknya haram, 

tetapi hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh. Namun sunnah 

untuk merujuknya lagi. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu 

Hanifah dan Syafi’i. Adapun menurut Imam Maliki hukum 

merujuknya justru wajib. 

b) Segolongan ulama yang lain berpendapat bahwa tidak sah, 

mereka menolak memasukkan talak bid’ah dalam pengertian 

                                                           
13

 Ibid., 
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talak pada umumnya, karena talak bid’ah bukan talak yang 

diizinkan oleh Allah Swt., bahkan diperintahkan oleh Allah Swt 

untuk meninggalkannya. 

Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim, dan Ibnu Hazm, 

talak bid’ah adalah talak haram. Talak yang haram adalah talak 

yang tidak sah dan tidak jatuh, karena termasuk talak yang tidak 

sesuai dengan sunnah Rasulullah.
14

 

Sementara Imam Ja’far Ash-Shadiq dari kalangan 

Imamiyah talak terhadap isteri yang telah digauli, yang telah 

mengalami  menopause dan tidak pula hamil, yaitu dalam 

keadaan suci, tidak haid dan tidak pernah dicampurinya pada 

masa sucinya diantara dua kali haid. Apabila wanita tersebut 

ditalak dalam keadaan haid, nifas, atau pernah dicampuri pada 

masa sucinya, maka talaknya tidak sah.
15

 

Berlandaskan pada surat at-Thalaaq ayat 1 yang berbunyi: 

                 

                      

                   

                                                           
14

 Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah (Depok, Senja Media Utama, 

2017), 436. 
15

 Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Fiqih Tujuh Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, 

Hazam, Kumpulan Madzhab Salafi (Bandung: CV. Pustaka Setia Cet.1, 2000), 149. 
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                     

                

‚Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu (akan mendekati) 

iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu dan bertakwalah kepada 

Allah Tuhan kamu. janganlah kamu mengeluarkan mereka dari 

rumah mereka dan tidak diizinkan pula keluar kecuali mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum 

Allah, dan barang siapa yang melaggar hukum-hukum Allah, 

maka Sesungguhnya dia Telah berbuat aniaya terhadap pada 

dirinya. Engkau tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan 

sesudah itu sesuatu hal yang baru‛.
16

 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Menurut 

Imam empat yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam As-syafi’I, 

dan Imam Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan ulama 

berpendapat bahwa talak pada waktu si wanita haid ataupun 

dalam masa sucinya yang telah digauli (dicampuri) tetap jatuh 

talak. Sedangkan satu golongan ulama berpendapat bahwa thalaq 

pada masa-masa yang tersebut tidak jatuh. Mereka yang 

berpendapat demikian adalah Imam Ahmad Al-Baqir dan Imam 

Ja’far Ash-Shadiq dari Imamiyah, Ibnu Aliyyah dari Mu’tazilah, 

Ibnu Taimiyah dan Inbu Qayyim dari Hanabilah.
17

 

Dalam kitab Al-Mughni, jilid VII, halaman 98 bahwa 

talak yang berdasarkan sunnah adalah talak yang sesuai dengan 

perintah Allah Swt dan perintah RasulNya, yakni menjatuhkan 

                                                           
16

 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 1138. 
17

 Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Fiqih Tujuh Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, 

Hazam, Kumpulan Madzhab Salafi, Op.cit, 157-158. 
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talak kepada istri dalam keadaan suci tanpa dicampuri pada 

waktu ingin diceraikan. Selanjutnya pada halaman 99 

menjelaskan bahwa yang dimaksud talak bid’ah ketika seorang 

suami menjatuhkan talak kepada istri sah nya dalam keadaan 

haid atau suci tapi sudah digauli. kalaupun suami tersebut tetap 

melakukan dalam keadaan seperti itu, dia berdosa tetapi talaknya 

sah.
18

 

Menurut Sudarsono talak bid’ah ialah talak yang dilarang 

dan haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika istri 

dalam keadaan haid, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci 

dari haid lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong bid’ah jika suami 

menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu. Adapun talak 

satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak 

bid’ah. Jika suami menjatuhkan talak dalam 

waktu/keadaan/kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan 

suami sendiri yang berdosa akrena ia melakukan perbuatan yang 

dilarang oleh syariat Islam.
19

  

f. Ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak terbagi menjadi dua bagian 

yaitu: 

1) Talak Raj’i 

Ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami 

dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalam 

                                                           
18

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazdbab (Jakarta: Basriel Press, cet 1 1994), 167. 
19

 Sudarsono, op.cit., 133.  
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syariat Islam, talak raj’i terdiri dari beberapa bentuk antara lain 

talak satu, talak dua dengan melakukan pembayaran tersebut 

(iwadl). Akan tetapi dapat pula terjadi suatu talak raj’i yang berupa 

talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwadl juga istri 

belum digauli.
20

 

Wanita yang ditalak raj’i hukumnya seperti istri. Mereka 

masih mempunyai hak-hak suami istri, seperti hak waris-mewarisi 

antara keduanya (suami-istri) manakala salah satu di antara 

keduanya ada yang meninggal sebelum selesainya masa iddah. 

Sementara itu, maha yang dijanjikan untuk dibayar, mana dulu yang 

terjadi, talak atau mati, tidak harus dibayar, kecuali sesudah 

habisnya masa iddah dan si suami tidak mengambil kembali si istri 

ke dalam pangkuannya. Singkatnya, talak raj’i tidak menimbulkan 

ketentuan apapun kecuali sekedar iddah dalam tiga talak.
21

 

2) Talak Ba’in 

Ialah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak 

untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa 

iddahnya. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 

230: 

                                                           
20

 Ibid., 
21

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazdhab (Jakarta : Basrie Press, 1994), 176. 
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                          

                       

                   

‚Maka jika suami mentalaknya (talak tiga), maka tidak halal 

banginya sesudah  itu sehingga dia kawin  dengan laki-laki yang 

lain. Kemudian jika dia imenceraikannya, maka tidak ada halangan 

bagi mereka untuk keduannya untuk menikah kembali jika 

keduanya yakin bahwa mereka dapat menegakkan hukum-hukum 

Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang dijelaskanNya bagi 

kaum yang mau mengetahui.‛
22

 

Talak ba’in terbagi menjadi dua yaitu: 

a) Talak ba’in bagian kecil (sughro), yaitu talak bagi laki-laki tidak 

boleh kembali pad perempuan yang diceraikannya kecuali dengan 

mahar dan akad baru ‚pada saat-saat iddahnya atau selesai masa 

iddahnya‛. Perempuan akan jelas dari suaminya jika telah selesai 

iddahnya setelah talak yang pertama atau kedua kalinya untuk 

talak yang masih bisa kembali. Begitu juga jika ia mengganti 

dengan kata-kata sindiran. 

b) Talak ba’in qubro, yaitu talak yang tidak boleh bagi laki-laki 

setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali jika setelah 

menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang besar 

untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat 

untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak 
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 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 66. 
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ang benar. Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama 

dengan akad dan mahar yang baru.  

g. Ditinjau dari segi ucapan yang digunakan pada talak terbagi menjadi 

dua bagian yaitu: 

1) Talak Tanjis 

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 

ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan 

ucapan sharih atau kinayah, inilah bentuk talak yang biasa 

dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah 

suami mengucapkan ucapan talak tersebut. 

Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan 

mempergunakan kata-kata yang bila mengundang pengertian talak 

dan bisa pula mengandung pengertian lain daripada talak bagi orang 

yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari tidak 

terkandung pengertian talak di dalamnya. Umpamanya urusanmu di 

tanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau, pulanglah engkau 

kepada keluargamu, atau yang lainnya.
23

 

Sedangkan talak sharih yang diucapkan oleh seorang suami 

kepada istrinya adalah ‚jatuh‛, walaupun ia tidak berniat karena 

talak sharih tidak memerlukan niat, tetapi talak kinayah ‚hanya 

jatuh‛ apabila ada niat, artinya diniatkan untuk menjatuhkan talak. 

2) Talak Ta’lik 

                                                           
23

 Djamil Latif,  Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), 48. 
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Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 

ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang 

terjadi kemudian. Baik menggunakan lafad sharih atau kinayah. 

Seperti ucapan suami: ‚bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau 

saya talak‛, talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif 

setelah syarat ang digantungkan terjadi.  

Talak ta’lik ini berbeda dengan taklik talak yang berlaku di 

beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab 

kabul dilaksanakannya. Taklik talak adalah sebentuk perjanjian 

dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat 

yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhi, maka 

si istri yaang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke 

pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.
24

 

h. Ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak 

terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

1) Talak Mubasyir 

Yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang 

menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil. 

2) Talak Tawkil 

Yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh 

suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak 

itu diwakilkan oleh orang lain atas nama suami kepada istrinya, 

                                                           
24

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif) 
(Yogyakarta : UII Press, 2011), 133-134. 
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seperti ucapan ‚saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu‛, 

secara khusus disebut tafwidh (melimpahkan).
25

 

4. Hukum Talak dalam Islam 

Pada prinsipnya asalnya, talak itu hukmnya makruh berdasarkan 

sabda Rasulullah Saw: 

ٗٔ رَؼَب ًٌَ اٌطَّلَا قُ  أَ ثِغَطُ اْلَحلَايِ إِلَى اٌَّ
‚Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wajalla adalah talak 

(HR Abu Dawud dan Al-Hakim)‛. 

Ulama Hanabilah (penganut mazhab Hambali) memperinci hukum 

talak sebagai berikut: 

a. Talak adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-

kadang dihukumi sunah. Talak wajib, misalnya talak dari hakam 

perkara syiqaq, yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat 

didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan 

terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak 

wajib ialah talak dari orang yang melakukan ila’, terhadap istri setelah 

lewat waktu empat bulan. 

b. Adapun talak yang diharamkan, yaitu yang tidak diperlukan. Talak ini 

dihukumi haram karena akan merugikan suami dan istri serta tidak ada 

manfaatnya. 

                                                           
25

 Ibid., 134. 
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c. Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena istri 

sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya 

kebaikan dari pihak istri. 

d. Talak mandub atau talak sunah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada 

istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah-perintah Allah, 

misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat 

diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.
26

 

5. Tata Cara yang Berkaitan dengan Talak 

Seorang suami yang akan menceraikan istrinya, hendaknya 

memperhatikan empat hal: 

a. Masa menjatuhkan talak 

Hendaknya ia menjatuhkan talak dalam masa suci istrinya dan 

juga sebelum ia melakukan hubungan kelamin dengan istrinya pada 

masa suci tersebut. Sebab, menjatuhkan talak pada waktu istri sedang 

dalam keadaan haid ataupun setelah melakukan hubungan kelamin 

dalam suatu masa suci, adalah berbuatan bid’ah yang haram hukumnya 

meskipun sah. Dalam hadis Nabi dijelaskan:  

ٍِ ػَهِدٔ رَضُؤِيُ  ٍَ دَب ئٔطٍ فٔ ٔ٘ ُٗ وَ ُٗ طََّكَ اوِرَ أَرَ َّب أَ ٖٔ ُٗ ػَِٕهُ ٍَ اٌَّ َّرَ رَظٔ ِٓ ػُ ِٓ اثِ ِٓ ػَ وَػَ
ّٔىْهَأ  ُٖ ٌُُٔطِ ٍُُْرَا جِؼِهَب، ثُ ُٖ فَ ُِرِ ِٓ ذٌٔهَ، فَمَبيَ:  ُٗ ص ػَ َّرَرَضُىِيَ اٌٍّ ٗٔ ص فَطَبَيَ ػُ اٌَّ

ُٖ ْْ  دَزًٖ رَطْهُرَ، ثُ ًَ أَ ْْ شَب ءَ طََّكَ لَجِ ِِطِهَ ثَؼِدُ، وَإِ ْْ شَب ءَ أَ ُٖ إِ ُٖ رَطْهُرَ، ثُ رَذُِٔطَ، ثُ
.ٔٗ ُِزٖفّكْ ػٍََُِ ْْ رُطََّكَ ٌَهَب إٌِّطَب ءُ.  ُٗ أَ َِرَ اٌَّ ٍِ أَ ٍْهَ اٌْؼٔدٖ حُ اٌَّزٔ َّصٖ، فَزٔ ََ 

                                                           
26

 Tihami dan Sohari Sahrani, op.cit., 249. 
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‚Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwasanya pada masa 

Rasulullah SAW, ia menalak istrinya yang sedang haid. Kemudian 

Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau 

menjawab, ‚perintahkan dia agar rujuk kembali dengan istrinya 

kemudian ia tahan istrinya hingga suci kemudian haidh lagi lalu suci 

lantas terserah kepadanya apa mau tetap bersamanya atau mentalaknya 

sebelum ia gauli. Demikianlah iddah yang diperintahkan Allah SWT 

untuk mentalak wanita. (Muttafaq Alaihi). 

b. Tidak menghimpun tiga talak sekaligus 

Hendaknya ia mencukupkan diri dengan satu kali talak saja, 

jangan sekali-kali menghimpun tiga kali selakigus. Satu talak lagi (bila 

diperlukan) setelah berlalunya masa iddah yang pertama, sudah cukup 

demi mencapai tujuan. Bahkan dengan cara seperti itu, ia masih 

memiliki hak untuk rujuk seandainya datang penyesalan selama masih 

dalam masa iddah atau dengan memperbarui akad nikah seandainya 

ingin rujuk setelah berlalunya masa iddah. 

c. Memberi hadiah penghibur 

Apabila seorang suami telah mengambil keputusan untuk 

menceraikan istrinya, hendaknya ia menyampaikan hal itu kepadanya 

dengan cara-cara yang sopan dan bijaksana serta alasan yang tidak 

menyinggung perasaannya, dan tanpa memarahi atau merendahkannya. 

Hendaknya suami berusaha menghibur bekas istrinya itu, antara lain 

menyediakan pemberian mut’ah yang kiranya dapat menghiburnya 

serta mengurangi kegundahan hatinya akibat perceraian tersebut. 

Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 236: 
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                    

                       

                

‚Tidak ada dosa atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu 

sebelum kamu campuri mereka, atau belum kamu tentukan mahar 

untuk mereka. Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada 

mereka; orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang 

miskin menurut kemampuannya (pula), sebagai suatu pemberian yang 

pantas, yang merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 

kebajikan.‛
27

 

d. Menjaga rahasia perkawinan 

Jangan sekali-kali suami membocorkan rahasia istrinya, baik 

ketika diceraikan maupun ketika dikawini.disebutkan dalam sebuah 

hadis shahih tentang ancaman keras suami-suami yang membocorkan 

rahasia para istri. 

B. Ikrar Talak  

Ikrar menurut KBBI adalah janji yang sungguh-sungguh, dalam arti 

lain, ikrar berarti akad, janji atau kata sepakat.
28

 Sedangkan arti ikrar talak 

adalah perkataan atau ucapan suami atau wakilnya untuk menjatuhkan talak 

pada istrinya.  

Dalam literatur fiqh, talak dijatuhkan suami kepada istri akan 

langsung memutuskan hubungan perkawinan diantara keduanya, hal ini 

berbeda dengan aturan negara dalam KHI yang mengharuskan suami yang 

                                                           
27

 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 69. 
28

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berbasis aplikasi. 
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menjatuhkan talak haruslah melalui proses persidangan sekalipun hak mutlak 

talak adalah milik suami. Dalam pasal 115 sampia 117 KHI menjelaskan 

tentang proses pelaksanaan talak, sebab perceraian akan diperiksa dan 

diterima oleh Pengadilan Agama kemudian baru dapat diucapkan oleh suami 

dan seketika itulah jatuhnya talak terhadap istri. Begitu pula dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dalam pasal 18 bahwa 

perceraian dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan 

persidangan, adapun yang dilakukan di luar persidangan tidaklah 

memutuskan perkawinan.
29

 

Proses yang terjadi di Pengadilan Agama bagian akhir pada perkara 

cerai talak adalah pembacaan ikrar talak oleh suami atau pihak pemohon. 

Pada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap suami akan 

mengikrarkan talaknya di depan sidang dihadiri istri atau kuasanya. Oleh 

karena itu, pada sidang ikrar talak diharuskan pihak pemohon dan termohon 

harus hadir setelah dipanggil secara patut dan resmi oleh panitera/ juru sita 

yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama untuk hadir di persidangan 

untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak (asas Audi Et Alteram 

Partem) sebab jika salah satu pihak tidak hadir, jika itu pemohon yang tidak 

hadir dan istri hadir maka persidangan ditunda dan pemohon dipanggil 

kembali untuk memjatuhkan talak di depan majelis hakim sedangkan jika 

yang tidak hadir termohon dan pihak pemohon hadir maka sidang akan tetap 

dilanjutkan untuk pihak pemohon membacakan ikrar talak kepada istri atau 

                                                           
29

 Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 37. 
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termohon mengingat hak penuh atas talak adalah suami sesuai dalam kitab 

Al-Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi: 

 ٌطَلاَّ قُ ثِب اٌرٖ جَبيِ وَاٌْؼٔدٖحٔ ثِب إٌِّطَب ءِا
‚Talak itu ditangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.‛ 

Dalam hadist Rasulullah SAW: 

ُِ اَذَا رَمَب ظًَ أٌَُِهَ رَ ٗٔ وَضََّ ُٗ ػٍََُِ ٗٔ صًََّ اٌَّ ٍْبَوٖيِ ػَٓ ػٍٍَٔ لَبيَ لَبيَ رَضُىٌُِبٌَّ ْٔ فَلَا رَمْطِ ٌٔ جُلَا
َّب زٌِْذُ لَب ظُّٔب ثَؼِدُ. ٍِ فَ ٍِ لَب يَ ػٍَِّ ََ اْلّاخٔرَ فَطَىِفَ رَدِرِوَُِفَ رَمْعٔ َّغَ وَلَا   دَزًٖ رَطِ

‚Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda. Apabila 

dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus 

hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau 

mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan 

mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya 

sebagai hakim sesudah itu. H.R. ahmad,Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan 

dan dikuatkan oleh Ibn al Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban.
30

 

Ikrar talak yang dilakukan di pengadilan Agama merupakan penentu 

berakhir atau tidaknya sebuah perceraian. Apabila tidak terlaksana ikrar 

talak yang dilakukan oleh suami, maka akan timbul masalah diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Tidak memiliki kekuatan hukum, berarti perceraian itu dianggap tidak 

pernah terjadi 

2. Banyak kerugian yang diderita oleh seorang istri terutama dari segi 

nafkah mut’ah maupun nafkah iddah dan masa iddah yang tidak diketahui 

jika seorang istri tidakdiketahui status suci atau tidak nya 

                                                           
30

 As San’any, Subul as Salam, Dahlan, (Bandung, tt., jilid IV), 121 
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3. Seorang istri akan merasa statusnya digantungkan dan tidak jelas, karena 

secara hukum negara dia belum resmi bercerai 

Dalam hukum acara perdata dibagi menjadi dua yaitu hukum acara 

perdata di peradilan umum dan di pengadilan agama. Namun dalam hukum 

acara pengadilan agama telah mengatur khusus dalam Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 

dan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sidang ikrar talak 

yang harus dilakukan di depan majelis hakim merupakan eksekusi yang 

berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata dalam 

perkara cerai talak.
31

 

Menurut Sudikno dalam penguraian tentang eksekusi dalam perkara 

cerai talak ada tiga kelompok diantaranya sebagai berikut:
32

 

1. Membayar sejumlah uang, yang telah diatur dalam pasal 196 HIR dan 

pasal 208 RBg 

2. Melaksanakan suatu perbuatan, terdapat dalam pasal 225 HIR dan pasal 

259 RBg 

3. Eksekusi riil, yang terdapat dalam pasal 1003 Reglement of 

Rechtsvordering (Rv) 

                                                           
31

 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 

2005), 1. 
32

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia  (Yogyakarta: Liberty, 1998), 200. 
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Adapun dalam hukum Islam, dalam menjatuhkan talak diberikan 

kepada suami karena dengan pertimbangan lebih mengedepankan pemikiran 

dan logika dalam suatu persoalan dibandingkan istri yang hanya 

mengedepankan emosi. Hal ini dimaksudkan dapat meminimalisir terjadinya 

perceraian.
33

 

C. Mekanisme perkara cerai talak di Pengadilan Agama 

Pengadilan merupakan salah satu lembaga hukum yang ada di 

Indonesia untuk memutus suatu pertentangan yang terjadi dan mengakhiri 

persengketaan dengan menetapkan hukum syara’ bagi pihak yang 

bersengketa. Dengan adanya pengadilan ini, maka hukum syara’ menjadi 

berwibawa dan dapat terimplementasi dengan efektif dalam kehidupan 

sosial, sebab melalui pengadilan, kebenaran akan ditegakkan, kebatilan akan 

disalahkan, keadilan yang obyektivitas hukum akan dirasakan oleh semua 

lapisan masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim. Adapun metode Islam 

yang dibangun dalam pengadilan atas dasar sebagai berikut:
34

 

1. Tuduhan harus dipandang dengan cara obyektif dan tidak boleh memihak. 

                                                           
33

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif) 
(Yogyakarta: UII Press, 2011), 105-106. 
34

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu 8 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikr, 2011), 

93-99. 
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                        

                        

       

‚Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila 

kamu menghukum di antara manusia hendaklah kamu menghukum dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.‛ 

2. Berpegang teguh kepada hukum-hukum syariat Islam, yaitu aturan yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan cara yang benar dan juga 

mengagungkannya. Hukum selain hukum Allah tidak boleh diterapkan. 

                         

                      

                    

                              

     

‚Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya berisi 

petunjuk dan cahaya, yang dengan Kitab itu duputskan perkara orang-

orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-

orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka 

diperintahkan memelihara Kitab Allah dan mereka menjadi saksi 

terhadapnya. Maka janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah 

kepada-Ku. Dan janganlah kamu memperjual belikan ayat-ayat-Ku dengan 

harga yang sedikit. Dan barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa 
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yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang 

kafir.‛
35

 

3. Merasa ada pengawasan dari Allah SWT. Perasaan ini harus dimiliki oleh 

hakim dan juga orang yang berperkara. 

4. Tujuan pemprosesan hukum dalam Islam adalah untuk mencari ridha 

Allah SWT. 

5. Terpenuhinya rukun-rukun dalam proses pengadilan ialah hakim yang 

bertugas memutus untuk menyelesaikan persengketaan, putusan hukum 

yang sifatnya mengikat, ketetapan yang dibebankan kepada tertuduh, 

pihak yang dianggap kalah, pihak yang mempunyai hak. 

6. Keputusan yang diambil harus terikat dengan prosedur pengambilan 

keputusan. 

7. Keputusan yang berdasarkan nas-nas syara’ dalam Al-Qur’an dan Sunnah 

dan ijtihad yang kuat. 

8. Menggabungkan antara prinsip menjaga stabilitas umum dan prinsip 

keadilan. 

9. Proses pengadilan harus berdasarkan keagamaan. 

10. Pekerjaan seorang hakim mempunyai tanggungan besar dan 

penting dalam syariat Allah. 

Dalam permohonan cerai talak, seorang suami yang beragama Islam 

yang akan menceraikan istrinya, menurut pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 

tahun 1989 jo. UU No .3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan 

                                                           
35

 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 206. 
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sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, 

suami berkedudukan hukum sebagai pemohon sedangkan istri berkedudukan 

hukum sebagai termohon.
36

 

Permohonan yang memuat nama, umur, dan tempat kediaman suami 

sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dengan alasan-alasan hukum 

perceraian yang menjadi dasar cerai talak, diajukan kepada Pengadilan 

Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai 

termohon, kecuali apabila istri sebagai termohon dengan sengaja 

meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami 

sebagai pemohon.  

Sesuai dengan hukum acara peradilan mengatur dalam pasal 54 UU 

No. 7 Tahun 1989 yakni tentang hukum acara perdata. Hukum acara perdata 

yaitu seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana 

melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang 

diatur dalam Hukum Perdata Meteriil. Hukum acara perdata dapat pula 

disebut hukum proses, sebab hukum acara ini terdiri dari rangkaian cara-cara 

bertindak di depan pengadilan, mulai dari memasukkan gugatan/permohonan 

sampai selesai diputus dan diselesaikan.
37

 

Sidang Pengadilan penyaksian ikrar talak adalah sidang resmi. Selain 

persidangan dihadiri oleh suami istri atau kuasa mereka, juga harus dihadiri 

oleh hakim dan panitera. Bahkan bertitik tolak secara sistematik dan 

analogis dari ketentuan pasal 68 ayat (1), sidang penyakisan ikrar talak 

                                                           
36

 Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 241. 
37

 Roihan A. Rasjid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta : Rajawali Press, 1991), 8. 
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dilakukan oleh majelis hakim. Fungsi Panitera/Panitera Pengganti dalam 

siding Pengadilan penyaksian ikrar talak, membuat berita acara 

sidang.Panitera mencatat segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan 

seperti layaknya pembuatan berita acara dalam pemeriksaan perkara. 

Kemudian berita acara tersebut ditandatangani Hakim Ketua Majelis dan 

Panitera agar berita acara resmi dan otentik. Fungsi Hakim dalam sidang, 

selain dari menyaksikan pengucapan ikrar talak, juga membuat ‚penetapan‛ 

penyaksian ikrar talak. Tentang isi penetapan sidang penyaksian ikrar talak 

telah digariskan dalam Pasal 71 ayat (2) yang menegaskan bahwa amar yang 

harus dicantumkan dalam penetapan berbunyi : menyatakan perkawinan 

putus terhitung sejak hari ini dan tanggal ikrar talak diucapkan. 

Jadi, tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk 

memperoleh kepastian bagaimana hukumnya suatu kasus. Dengan perkataan 

lain, bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu yang  

sebenarnya dan seharusnya, dan segala apa yang diputuskan oleh pengadilan 

itu dilaksanakan. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang diberikan oleh 

hukum materiil yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan itu dapat 

diwujudkan. 

Adapun tahapan dalam persidangan pada permohonan talak yang 

telah ditentukan kepada masing-masing pemohon dan termohon sebagai 

berikut: 

1. Sidang I 

Pada sidang pertama ada tiga kemungkinan: 
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a. Para pihak berdamai dan sidang tidak jadi dilaksanakan, atau 

b. Pemohon tidak bersedia berdamai sedang pihak termohon setuju untuk 

damai, atau 

c. Pemohon bersedia berdamai namun termohon tidak berseida berdamai. 

Bila pemohon tetap ingin bercerai, sidang dilanjutkan dimulai 

dengan pembacaan surat permohonan oleh pemohon atau kuasa 

hukumnya. Kemungkinan yang akan terjadi pada sidang pertama adalah: 

a. Pemohon hadir sedang termohon tidak hadir, sidang ditunda untuk 

memanggil kembali termohon 

b. Pemohon tidak hadir dan tidak mengirim kuasanya, kemungkinan 

pemohon tidak jadi mengajukan permohonannya atau sidang ditunda 

untuk kembali memanggil pemohon. Bila telah dipanggil sekali lagi 

dan tetap tidak hadir, maka hakim dapat menetapkan bahwa gugatan 

dinyatakan gugur atau Niet Onvankelijk (NO). Jika pemohon hadir, 

termohon tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk 

memanggil termohon sekali lagi, dan bisa menjatuhkan putusan 

verstek karena termohon dinilai ta’azzuz (gaib). 

Jika pemohon dan termohon hadir di depan sidang, Majelis Hakim 

dapat memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan 

jawabannya. 

2. Sidang II 
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Dalam sidang kedua kalau istri memberikan jawabannya secara 

tertulis atau secara lisan atas surat permohonan pemohon di depan sidang. 

3. Sidang III (replik) 

4. Sidang IV (duplik) 

5. Sidang V (pembuktian) 

6. Sidang VI (kesimpulan) 

7. Sidang VII (penetapan hakim)
38

 

Putusan dalam cerai talak ini ada beberapa macam yang akan 

ditetapkan oleh Majelis Hakim. Mengenai macam-macam putusan ini akan 

diuraikan oleh Drs. Mukti Arto SH., sebagai berikut:
39

 

1. Fungsinya dalam mengakhiri perkara 

Kalau dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka 

ada dua macam yaitu: 

a. Putusan akhir 

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di 

persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun 

yang tidak menempuh semua tahap pemeriksaan. Adapun contoh 

sebagai berikut: 

1) Putusan gugur 

2) Putusan verstek yang dijatuhkan verzet 

3) Putusan tidak menerima  

                                                           
38

 Sulaikin Lubis, HukumAcara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2006), 

119 
39

 Muhammad Syaifuddin dkk, op,cit, 
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4) Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang 

memeriksa. 

b. Putusan sela 

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses 

pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya 

pemeriksaan.  

2. Hadir tidaknya para pihak 

Dari segi ini terdiri dari tiga macam yaitu: 

a. Putusan gugur (pasal 124 HIR/ pasal 148 RBg. 

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa 

gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak haidr. 

b. Putusan Verstek (pasal 125 HIR/pasal 49 RBg). 

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena 

tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. 

Verstek diatur dalam pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-

153 RBg dan 207-208 RBg, UU No. 20 Tahun 1947 dan SEMA N0. 9 

Tahun 1964. Dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada 

orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu 

karena sesuatu alasan yang sah. 

3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai 

kewenangan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56 
 

 

4) Penggugat hadir di persidangan 

5) Penggugat mohon keputusan 

c. Putusan Kontradiktoir 

Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat 

dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau 

para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan 

bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. 

Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding. 

3. Isinya terhadap gugatan/perkara. 

Dari segi ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu positif dan 

negatif, dan lebih diperinci menjadi 4 macam: 

a. Tidak menerima gugatan penggugat (negatif) 

b. Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negatif) 

c. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak 

menerima selebihnya (negatif dan positif) 

d. Mengabulkan gugatan seluruhnya (positif) 

4. Sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. 

Dilihat dari segi ini maka putusan terdiri atas tiga macam yaitu: 

a. Diklaratoir 

Ialah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu 

sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Putusan diklaratoir 

tidak memerlukan eksekusi. Semua perkara voluntair diselesaikan 
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dengan putusan kontradiktoir dalam bentuk ‚penetapan‛ atau 

‚beschikling‛ yang biasanya berbunyi ‚menyatakan‛. 

b. Kontstitutif. 

Ialah putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum 

baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya,  contohnya putusan 

perceraian, putusan pembatalan perkawinan, dan sebagainya. 

c. Kondemnatoir. 

Ialah putusan yang bersifat menghukum  kepada salah satu 

pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau 

menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. 

Terdapat pada perkara kontentius yang memerlukan eksekusi. Dan 

selalu berbunyi ‚menghukum‛. Putusan ini dapat berupa penghukuman 

untuk : menyerahkan sesuatu barang, membayar sejumlah uang, 

melakukan suatu perbuatan tertentu. 
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BAB III 

IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bojonegoro 

1. Sejarah Pengadilan Agama Bojonegoro 

Sebelulm masa penjajahan, secara yuridis Formal Pengadilan 

Agama Bojonegoro belum ada, akan tetapi sudah diyakini ada secara Ed 

facto. Hal ini karena saat itu belum ada dan sebagaimana yang berada 

didaerah lain apabila terdapat perkara-perkara seperti perkawinan, 

perceraian, dan warisan cukup diajukan kepada penghulu yang menerima 

dan memutus perkara yang diajukan diserambi masjid agung daerah 

setempat meskipun belum ada sumber data yang dapat dijadikan 

pedoman. 

Pengadilan Agama Bojonegoro diperkirakan dibentuk sekitar 

tahun 1908 berdasarkan Stbd Nomor 152 Tahun 1882, yang langsung 

diketuai K.Mas Ngabai Sosrooelomo dan berlokasi di halaman masjid 

Agung Bojonegoro. Sejak pemerintahan India Belanda mengeluarkan 

Stbd Nomor 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan 

Madura, (termasuk yang ada di Bojonegoro) secara formal diakui dalam 

pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya. 

Pada masa kemerdekaan dan masa berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Bojonegoro yang semula 

bertempat di masjid Agung Bojonegoro, kemudian pindah di gedung 
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untuk sidang ditempat jalan Panglima Sodierman dan sejak tahun 1980 

berkedudukan di jalan MH. Thamrin Bojonegoro. 

2. Kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro 

Dengan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro yakni 27 

kecamatan yang terdiri dari 430 desa/kelurahan yang berada di kabupaten 

Bojonegoro. Dalam tugasnya Pengadilan Agama Bojonegoro menangani 

perkara tertentu yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam 

yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro. 

Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah 

hukum disebut kompetensi relatif (distributic van Rechtsmacht)1
 

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro 

Dalam menjalankan tugas peradilannya, Pengadilan Agama 

Bojonegoro membagi yurisiksi wilayahnya menjadi radius, Radius I 

mencangkup jarak 1-10 km. Sedangkan, Radius II berjarak 10-20 km. 

Berikut pembagian Wilayah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan radius: 

                                                           
1
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 

2007), 44. 

DATA RADIUS 2018 

No Kecamatan Desa/Kelurahan Radius 

1 Bojonegoro 

Kadipaten, Kepatihan, Ledok Kulon, Ledok 

Wetan, Kauman, Klangon, Jetak, Sukorejo, 

Sumbang, Banjarejo, Campurjo, Karang 

Pacar, Mojo Kampung, Mulyoagung, 

R.I 
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Ngrowo. 

Kalirejo, Semanding. R.II 

 2 Baureno Banjaran, Banjaranyar, Baureno, Blongsong, 

Bumiayu, Drajat, Gajah, Gunungsari, 

Kadungrejo, Kalisari, Karangdayu, Kauman, 

Lebaksari, Ngemplak, Pasinan, Pomahan, 

Pucangarum, Selorejo, Sembunglor,  

Sraturejo, Sumuragung, Tanggungan, 

Tlogoagung, Trojalu, Tulungagung. 

R.III 

3 Balen 

Margomulyo, Balenrejo, Kabunan, 

Kedungbondo, Kemamang, Sobontoro, 

Suwaloh. 

R.II 

Bulaklo, Bulu, Kedungbondo, Kenep, 

Lengkong, Mayangkawis, Mulyoagung, 

Mulyorejo, Ngadiluhur, Penganten, Pilang 

Gede, Poh Bogo, Prambatan, Sarirejo, 

Sekaran, Sidobandung,  

R. III 

4 Bubulan 
Bubulan, Cancung, Clebung, Ngorogunung, 

Sumber Bendo  

R.III 

5 Dander 

Dander, Growok, Jatiblimbing, Mojoranu, 

Ngablak, Ngraseh, Ngulanan, Ngumpak,  

Dalem, Sendangrejo, Sumber Agung, 

Sumber Arum, Sumber Tlaseh, 

Sumodikaran. 

R. II 

Karangsono, Kunci, Ngunut. R. III 

6 Kapas 

Bakalan, Bangilan, Bendo,n Bogo, 

Kalianyar, Kapas, Kedaton, Klampok, 

Kumpul Rejo, Mojodeso, Ngampel, Padang 

Mentoyo, Plesungan, Sambiroto, Sembung, 

R.II 
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Semen Pinggir, Sukowati, Tanjung Harjo, 

Tapelan, Tikusan, Wedi. 

7 Kasiman 

Batokan, Besah, Betet, Kasiman, Ngaglik, 

Sambeng, Sekaran, Sidomukti, 

Tambakmerak, Tembeling  

R. III 

8 Kanor 

Bakung, Bungur, Cangakan, Caruban, 

Gedongarum, Kabalan, Kanor, Kedung 

primpen, Nglarangan, Palembon, Pesen, 

Pilang, Piyak, Prigi, Samberan, Sarangan, 

Sedeng, Semambung, Simbatan, Simorejo, 

Sroyo, Sumberwangi, Tambahrejo, Tejo, 

Temu. 

R. III 

9 

Kedewan 

Hargomulyo, Kawengan, Kedewan, 

Wonocolo. 

R. III 

 Beji. R. IV 

10 Kepohbaru 

Balongdowo, Bayemgede, Betet, Brangkal, 

Bumirejo, Cengkir, Jipo, Karangan, Kepoh, 

Krangkong, Mojosari, Mudung, Nglumber, 

Ngranggon Anyar, Pejok, Pohwates, 

Sidomukti, Simorejo, Sugihwaras, 

Sumberagung, Sumbergede, Sumberoto, 

Tlogorejo, Turigede, Woro. 

R. III 

11 Kalitidu 

Beged, Brenggolo, Cengungklung, 

Grebegan, Kalitidu, Katur, Leran, Manukan, 

Mayanggeneng, Mayangrejo, Mlaten, Mojo, 

Mojosari, Ngraho, Ngringinrejo, Ngujo, 

Panjunan, Pilangsari, Pungpungan, Sudu, 

Sukoharjo, Sumengko, Talok, Wotan Ngare. 

R. II 

Brenggolo, Mlaten, Pilangsari, Sumengko, 

Talok, Wotanngare, Grebengan. 
R. III 

12 Malo 

Banaran, Dukuh Lor, Kacangan, Kedungrejo, 

Kemiri, Ketileng, Kliteh, Malo, Ngujung, 

Petak, Rendeng, Semlaran, Sudah, Sukorejo, 

Sumberejo, Tambakromo, Tanggir, 

R. III 
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Tinawun, Trembes, Tulungagung. 

13 Margomulyo 
Geneng, Meduri, Sumberejo. R.III 

Kalangan, Margomulyo, Ngelo. R. IV 

14 Ngambon 
Bondol, Karangmangu, Ngambon, 

Nglampin, Sengon. 
R. III 

15 Ngasem 

Bandungrej,  Bareng, Begadon, Bonorejo, 

Brabowan Butoh, Dukohkidul, Gayam, 

Jampet, Jelu, Kolong, Mediyunan, 

Mojodelik, Ngadiluwih, Ngantru, Ngase, 

Ringintunggal, Sambong, Sendangharjo, 

Setren, Tengger, Trenggulunan, Wadang. 

R. III 

16 Padangan  Banjarjo, Cendono, Dengok, Kebunagung, 

Kendung, Kuncen, Ngasinan, Ngeper, 

Ngradin, Nguken, Padangan, Prangi, 

Purworejo, Sidorejo, Sonorejo, Tebon. 

R. III 

17 Purwosari 

Donan, Gapluk, Kaliombo, Kuniran, 

Ngrejeng, Pelem, Pojok, Punggur, Purwosari, 

Sedahkidul, Tinumpuk, Tlatah. 

R. III 

18 Sekar  Bareng, Bobol, Deling, Klino , Miyono, 

Sekar. 
R. III 

19 Sugihwaras 

Alasgung, Balongrejo, Bareng, Bulu, 

Drenges, Genjor, Glagah Wangi, Glagahan, 

Jatitengah, Kedungdowo, Nglajang, 

Panemon, Panunggalan, Siwalan, 

Sugihwaras, Trate, Wedoro  

R. III 

20 Sukosewu 

Duyungan, Sidodadi, sukosewu, Jumput, 

Semen Kidul, 
R. II 

Kalicilik, Klepek, Pacing, Purwoasri, 

Semawot, Sidorejo, Sitiaji, Sumberejo 

Kidul, Tegalkodo. 

R. III 

21 Sumberrejo Banjarjo, Bogangin, Butoh, Deru, Jatigede, 

Karang Dinoyo, Karangdowo, Kayulemah, 
R. III 
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Kedungrejo, Margoagung, Mejuwet, 

Mlinjeng, Ngampal, Pejambon, Pekuwon, 

Prayungan, Sambongrejo, Sendangagung, 

Sumberharjo, Sumberrejo, Sumuragung, 

Talun Teleng, Tlogohaji, Tulungrejo, 

Wotan. 

22 Temayang 

Bakulan, Belun, Buntalan, Jono, Kedungsari, 

Kedungsumber, Ngujung, Pancur, 

Pandantoyo, Papringan Soko, Temayang. 

R. III 

23 
Tambak 

Rejo 

Bakalan, Dolok Gede, Gading, Gamongan, 

Jatimulyo , Jawik, Kacangan, Kalisumber, 

Maling Mati, Mulyorejo, Pengkol, 

Sendangrejo, Sukorejo, Tambak Rejo, 

Tanjung, Turi. 

R. III 

Ngrancang, Napis. R. IV 

24 Trucuk 

Banjarsari, Trucuk, Tulungrejo. R. II 

Guyangan, Kandangan, Kante, Mori, 

Padang, Pagerwesi, Sranak, Sumbang 

Timun, Sumberrejo. 

R. III 

25 Gondang 
Gondang, Jari, Krondonan, Pajeng, Pragelan, 

Sambongrejo, Sengaten. 
R. III 

26 Kedungadem 

Babad, Balongcabe, Dayukidul, Drokilo, 

Duwel, Geger, Jamberejo, Kedungadem, 

Kedungrejo, Kepoh Kidul, Megale, Mlideg, 

Mojorejo, Ngrandu, Panjang, Pejok, 

Sidomulyo, Sidorejo, Tlogoagung, 

Tondomulo, Tumbrasanom. 

R. III 

Kesongo, Kendung, Tondomulo. R. IV 

27 Ngraho 

Bancer, Blimbing Gede, Jumok, Kalirejo, 

Klempun, Luwihaji, Mojorejo, Nganti, 

Ngraho, Pandan, Payaman, Sugih Waras, 

Sumberagung, Sumberarum, Tanggungan, 

Tapelan. 

R. III 
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4. Komposisi perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro 

Pengadilan Agama Bojonegoro adalah peradilan dibawah 

kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung yang merupakan salah satu 

bagian dari keempat lembaga peradilan yang berkedudukan di Ibu Kota 

Kabupaten Bojonegoro. Dalam tugasnya Pengadilan Agama Bojonegoro 

menangani perkara tertentu yang diajukan oleh orang-orang yang 

beragama Islam yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama 

Bojonegoro.  

Berikut data perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama 

Bojonegoro pada tahun 2018. 

a. Perkara cerai talak 

 

b. Perkara cerai gugat 
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c. Perkara lain-lain 

 

B. Kronologi kasus ikrar talak di Pengadilan Agama Bojonegoro tanpa dihadiri 

Istri atau kuasa hukum istri 

Perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon 

kepada istri sebagai pihak termohon di Pengadilan Agama Bojonegoro 

biasanya juga menggunakan advokat atau kuasa hukum untuk menghadiri di 

setiap sidang di pengadilan namun tidak semua orang menggunakan kuasa 

hukum untuk mewakili di persidangan Pengadilan Agama. Kasus yang 

terjadi waktu penulis PPL di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2018 
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adalah perkara cerai talak dalam persidangan ikrar talak suami atau pemohon 

diberikan waktu kembali oleh majelis hakim untuk memastikan pihak isteri 

atau termohon yang telah dipanggil oleh Pengadilan secara patut dan resmi 

untuk menghadiri persidangan karena masih dalam perjalanan. Beberapa 

menit setelah di skors atau diberikan waktu untuk menghubungi pihak 

istrinya, pihak suami kembali lagi dalam ruang sidang dan memberikan 

pernyataan bahwa pihak istri sudah rela dijatuhkan talak meskipun istri tidak 

dalam ruangan sidang tersebut. Majelis hakim kemudian mengizinkan pihak 

suami untuk mengikrarkan talak kepada istrinya di depan Pengadilan Agama 

tanpa hadirnya pihak istri atau termohon ataupun kuasa hukum istri. 

Herannya, majelis hakim tidak lagi mempertanyakan kondisi isterinya 

apakah dalam keadaan suci atau haid atau dalam keadaan hamil dll namun 

hanya mempertanyakan hak untuk isteri dan anaknya sudah terpenuhi apa 

belum dibayar. Hal ini perlu diteliti lebih dalam terutama mengenai alasan 

dibalik putusan hakim untuk tetap menetapkan putusan ikrar talak dalam 

perkara cerai talak oleh suami tanpa dihadiri oleh istri atau kuasa hukum istri 

tersebut. 

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap Ikrar Talak 

Tanpa Dihadiri Istri Atau Kuasa Hukumnya 

1. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro 

Pandangan hakim Drs. Muhajir, S.H., M.Hum. selaku wakil ketua 

Pengadilan Agama Bojonegoro telah mendeskripsikan tentang ikrar talak 

adalah sebuah bentuk eksekusi setelah dibacakannya putusan yang sudah 
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berkekuatan hukum tetap dan tidak ada perlawanan oleh pihak termohon 

pada perkara cerai talak yang diajukan oleh suami kepada istrinya untuk 

menjatuhkan talak di depan sidang sesuai dengan Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 dan KHI pasal 115.
2
 

Mekanisme sidang ikrar talak yang telah mempunyai hukum tetap, 

diatur dalam KHI pasal 131 ayat (tiga) yang berbunyi bahwa setelah 

keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan 

talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri istri atau kuasanya. 

Kedua belah pihak dipanggil secara patut dan resmi untuk hadir dalam 

sidang ikrar talak karena berakhirnya suatu perkawinan bukan terletak 

pada sidang putusan itu diucapkan tetapi pada waktu sidang ikrar talak 

yang telah di tentukan. Ketentuan memanggil para pihak dalam perkara 

perceraian dilakukan sebanyak 1x kepada kedua belah pihak dan jika 

pihak termohon masih tidak bisa hadir dalam sidang dan pihak termohon 

hadir, maka sidang akan ditunda dan suami akan dipanggil kembali untuk 

datang ke pengadilan untuk mengikrarkan talaknya di depan majelis 

hakim. Hal ini berbeda jika pihak termohon tidak hadir dan pihak 

pemohon hadir, maka sidang akan tetap dilanjutkan tanpa dipanggil 

kembali kalau pihak pemohon menjatuhkan talak kepada istrinya dan 

telah melaksanakan dalam amar putusan seperti hak nafkah yang harus 

diberikan kepada pihak mantan isteri nantinya. Sesuai dengan Undang-

undang pasal 71 ayat 5 yang berbunyi ‚jika istri telah mendapat panggilan 

                                                           
2
Drs. Muhajir, S.H., M.Hum., Wawancara, Bojonegoro, 14 April 2019. 
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secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap sendiri atau mengirim 

wakilnya, maka suami dapat mengucapkan talak, tanpa dihadiri 

istri/wakilnya. 
3
 

Dalam perkara cerai talak yang terdaftar di Pengadilan Agama 

Bojonegoro ketika sidang ikrar talak dilaksanakan, banyak pihak 

termohon yang tidak hadir dalam persidangan dikarenakan keterangan 

data domisili termohon diantara nya adalah ghoib atau tidak diketahui 

keberadaannya dan pergi tapi tidak mau hadir. Sidang ikrar talak yang 

dihadiri oleh kedua belah pihak, majelis hakim akan menyinggung status 

atau kondisi istri apakah dalam keadaan suci atau haid atau hamil agar 

tidak terjadi talak bid’i yang hukumnya dilarang oleh agama maupun 

Undang-undang. Akan tetapi hal ini berbeda dengan sidang ikrar talak 

yang tidak dihadiri istri atau kuasanya, majelis hakim akan lebih berhati-

hati dalam menetapkan ikrar talaknya, karena jika itu terdapat nafkah 

yang menjadi hak isteri belum terpenuhi maka sidang akan ditunda 

sampai suami sanggup membayarnya. Dan cara perhitungan masa iddah 

istri bisa dilihat pada waktu penetapan ikrar talak yang telah diucapkan di 

Pengadilan Agama. 

Keterangan lain salah satu hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro 

yaitu hakim Drs. A.Muhtarom tentang ikrar talak yang tidak dihadiri istri 

atau kuasanya dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bojonegoro 

relatif seimbang pada waktu sidang ikrar talak yang hadir dan tidak 

                                                           
3
 Ibid., 
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dihadiri istri atau kuasanya. Jika suami siap menjatuhkan talak pada 

istrinya yang tidak hadir dalam persidangan ikrar talak yang telah 

dipanggil secara patut dan resmi serta tidak terbukti adanya suatu 

halangan untuk suami mengikrarkan talaknya, maka itu diperbolehkan 

karena talak adalah hak mutlak suami dan majelis hakim tidak perlu 

menanyakan bagaimana status keadaan istri dalam keadaan suci atau 

haidnya dengan alasan, sesuai dengan prosedur hukum acara Pengadilan 

Agama dan dianggap telah mengabaikan hak-haknya dalam perkara yang 

diajukan di pengadilan oleh pihak suami tersebut. Hal ini berlaku jika 

dalam putusan perkara nya dinyatakan verstek atau diputus diluar 

hadirnya termohon karena perkara yang dijalani hakim adalah perkara 

perdata yang sifatnya hakim harus pasif dalam menangani perkara 

tersebut. Beliau menambahkan jika dihadiri kedua belah pihak maka 

pihak istri akan ditanyai status keadaannya dalam keadaan suci atau haid 

serta nafkah yang menjadi milik istri.
4
 

Adapun pendapat hakim Dra. Hj. Sawalang, M.H yang jauh berbeda 

dalam menangani kasus sidang ikrar talak yang tidak dihadiri istri atau 

kuasa hukumnya. Mengenai sidang ikrar talak yang dihadiri maupun tidak 

dihadiri istri sepanjang relaas panggilan kedua belah pihak itu patut dan 

resmi, permohonan nya beralasan dan tidak ada halangan bagi suami 

untuk mengikrarkan talaknya, maka sidang akan tetap dilanjutkan jika 

hak isteri telah dipenuhi dan majelis hakim akan menayakan bagaimana 

                                                           
4
Drs. A.Muhtarom., Wawancara, Bojonegoro, 14 April 2019. 
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kondisi isterinya apakah dalam keadaan suci, haid, hamil dsb. Sedangkan 

dalam persoalan pemanggilan kedua belah pihak masih sama dengan 

hakim lainnya. Dari Abi Hurairah ra ia berkata: ‚Rasulullah saw bersabda: 

Barang siapa yang melapangkan orang mukmin dari kesempitan urusan 

dunia niscaya Allah akan melapangkan kesempitannya di hari kiamat. 

Barang siapa memudahkan kesulitan orang mukmin niscaya Allah akan 

memudahkan kesulitannya di dunia dan akherat. Barang siapa menutupi 

kekurangan orang muslim niscaya Allah akan menutupi kekurangannya di 

dunia dan akjerat. Allah akan menolong hamba-Nya sepanjang hamba 

tersebut menolong saudaranya‛ (HR. Muslim).
5
 

Dalam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa ada beberapa 

perbedaan pendapat hakim dalam menangani perkara cerai talak yang 

tidak dihadiri istri atau kuasanya adalah pendapat pertama menyatakan 

bahwa sidang ikrar talak tetap dilanjutkan jika tidak ada hak yang akan 

diberikan kepada mantan isterinya dan akan di tunda jika suami masih 

belum sanggup memenuhi atau membayar hak milik istri tanpa 

menanyakan terlebih dahulu apakah status isteri dalam keadaan suci, 

haid, hamil dll. Sedangkan pendapat yang dipaparkan oleh salah satu 

hakim lainnya bahwa tetap memperdulikan soal status keadaan istri yang 

akan dijatuhkan talak oleh suami nya pada sidang ikrar talak di 

pengadilan. hal ini dikarenakan hakim boleh berijtihad, jika hakim tidak 

                                                           
5
Dra. Hj. Sawalang, M.H., Wawancara, Bojonegoro, 14 April 2019. 
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dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
6
 

                                                           
6
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesua, (Yogyakarta : Liberty, 2006), 10-11. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IKRAR TALAK DI PENGADILAN 

AGAMA BOJONEGORO TANPA DIHADIRI ISTRI ATAU KUASA 

HUKUMNYA 

A. Analisis Hukum Islam terhadap Ikrar Talak Tanpa Dihadiri Istri atau Kuasa 

Hukumnya. 

Perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, dan terkadang 

matrealistis. Oleh karena itu, orang-orang yang melarang perceraian berarti 

menutup jalan keluar bagi suami dan istri jika problematika kehidupan 

perkawinan menghimpit keduanya. Mereka membunuh perasaan kasih 

sayang, persaudaraan dan kemanusiaan di dalam diri suami dan istri terhadap 

pasangannya, karena ia membencinya dan terkadang mengutuk serta 

mengharapkannya tertimpa musibah atau bencana.  

Dalam al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi: 
1
 

                           

                       

‚Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dia menciptakan untuk kamu 

isteri dari jenismu supaya kamu tenteram bersamanya. Dan Dia menjadikan 

cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.‛ 

Talak yang diucapkan oleh suami harus disertai dengan niat dan harus 

diucapkan dengan kalimat yang sharih tanpa ada terjemahan lain selain 

                                                           
1
Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 796. 
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menjatuhkan talak kepada istri. Talak yang dijatuhkan kepada istrinya, 

terlebih dahulu memperhatikan keadaan atau kondisi istrinya, karena talak 

yang di sunnahkan adalah talak yang sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan 

sunnah. Jika istri dalam keadaan haid maka talaknya disebut talak bid’ah dan 

itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Sesuai dengan surat at-Thalaq ayat 1: 

                          

                      

                            

                     

 ‚Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu 

ceraikan mereka pada waktu (akan mendekati) iddahnya dan hitunglah 

waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. janganlah kamu 

mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan tidak diizinkan pula keluar 

kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum 

Allah, dan barang siapa yang melaggar hukum-hukum Allah, maka 

Sesungguhnya dia Telah berbuat aniaya terhadap pada dirinya. Engkau tidak 

mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang 

baru‛. 
2
 

Putusnya perkawinan dalam perkara cerai talak harus melalui sidang 

ikrar talak terlebih dahulu yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak, 

majelis hakim dan panitera pengganti atau notulen sidang, agar penetapan 

ikrar talak dapat diakui dan sah menurut hukum Islam dan Negara dan 

Pengadilan Agama dituntut untuk setelah sidang hari ini, semua administrasi 

harus selesai hari ini. Karena ikrar talak di Pengadilan Agama adalah 

                                                           
2
 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 1138. 
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penentu akhir dalam perceraian. Majelis Tarjih juga mengeluarkan fatwa 

tentang perceraian, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

sidang pengadilan. Secara tegas organisasi ini berpendapat bahwa 

penjatuhan talak di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang 

ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah.
3
 

Perkara perdata seperti cerai talak ini, kedudukan hakim adalah 

sebagai penengah di antara para pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa 

(mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. 

Itulah sebabnya pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. 

Berdasarkan prinsip ini maka dalam pasal 125 HIR misalnya diperkenankan 

memanggil yang kedua kali (dalam sidang pertama), sebelum ia memutus 

verstek atau digugurkan. 

Dalam hadist Rasulullah SAW: 

ٍْبَ ْٔ فَلَا رَمْطِ ٌٔ ُِ اَذَا رَمَب ظًَ أٌَُِهَ رَجُلَا ٗٔ وَضََّ ُٗ ػٍََُِ ٗٔ صًََّ اٌَّ وٖيِ ػَٓ ػٍٍَٔ لَبيَ لَبيَ رَضُىٌُِبٌَّ
َّب زٌِْذُ لَب ٍِ فَ ٍِ لَب يَ ػٍَِّ ََ اْلّاخٔرَ فَطَىِفَ رَدِرِوَُِفَ رَمْعٔ َّغَ وَلَا   ظُّٔب ثَؼِدُ. دَزًٖ رَطِ

‚Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda. Apabila 

dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus 

hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau 

mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan 

mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya 

sebagai hakim sesudah itu. H.R. ahmad,Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan 

dan dikuatkan oleh Ibn al Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban.
4
 

Perhitungan masa iddah seorang istri terhitung saat ikrar talak yang 

telah diucapkan oleh suami kepada istrinya yang telah mempunyai kekuatan 

                                                           
3
 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buku Agenda Musyawarah 

Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: 2010. 

4
 As San’any, Subul as Salam, Dahlan (Bandung, tt., jilid IV), 121 
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hukum tetap. Jika istri atau pihak termohon tidak hadir dan telah di panggil 

secara patut dan resmi dalam sidang ikrar talak karena putusan verstek, 

maka majelis hakim akan tetap mengizinkan suami atau pihak pemohon 

menjatuhkan talaknya jika sudah tidak ada suatu halangan menurut hukum 

yang menghalangi pihak suami mengucapkan talak di depan majelis hakim 

tanpa harus menanyakan kembali status istri dalam keadaan suci atau haid 

bahkan hamil, karena sudah dibuktikan dalam sidang pembuktian sebelum 

putusan dibacakan. Sesuai dalam kitab Al Anwar juz II halaman 55 

berbunyi: 

َُِٕخُ ُٗ ثِب اٌْجَ ْْ رَؼِسُزِ ثِزَؼِسُزِأَوِ رَىَارَي أَوِغَُِجَخَ جَب زٍإِثْجَب رُ  فَئِ

‚Apabila tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, 

hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.‛ 

 

Waktu pembuktian hakim akan lebih memperhatikan karena pemohon 

dibebankan dalam pembuktian dan termohon dibebankan dalam sumpah. 

Dalam hadits Rasulullah saw berbunyi: 

ِٓ أَِٔىَرَ َِ ُٓ ػًٍََ  ُِّٔ  اٌجََُِٕخُ ػًٍََ الُمدَػًَ وَاٌَُْ

‚Pembuktian dibebankan atas penggugat, sedangkan sumpah diebbankan 

atas orang yang mengingkari gugatan‛. 

 

Oleh karena itu, mulai awal sidang hingga pembacaan putusan, jika 

pihak termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka pihak pemohon 
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juga tidak mengetahui kondisi isterinya dan hakim bersifat pasif dalam 

bidang perdata.
5
 Dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 145 berbunyi: 

 اٌطَلاَّقُ ثِب ٌرِّجَب يِ وَ اٌْؼٔدٖحٔ ثِبٌِّٕطَبءِ

‚Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan‛. 

Dalam al-Qur’an surat at-Thalaaq ayat 4 berbunyi: 

                         

                            

                    

‚Dan perempuan-perempuan yang putus harapan dari haid diantara isteri-

isteri kamu, jika kamu ragu-ragu tentang iddahnya, maka iddahnya tiga 

bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan 

perempuan-perempuan yang hamil, masa iddahnya sampai mereka 

melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya 

Allah akan menjadikan kemudahan dalam urusannya‛.
6
 

Pada putusan kontradiktoir apabila kedua belah pihak hadir dalam 

sidang ikrar talak, majelis hakim akan lebih detail terhadap kondisi istri 

dalam keadaan suci, haid, atau hamil. Namun ketika sidang ikrar talak yang 

tidak dihadiri istri atau wakilnya yang telah dipanggil secara patut dan 

resmi, maka majelis hakim akan mempertanyakan kembali sebelum suami 

membacakan ikrar talak untuk melunasi terlebih dahulu apa yang akan 

menjadi hak isteri setelah penjatuhan talak oleh suaminya. Setelah suami 

melunasi kewajibannya sebelum menjatuhkan talak, maka suami diberi izin 

                                                           
5
 Drs. Muhajir, S.H., M.Hum., Wawancara, Bojonegoro, 14 April 2019. 

6
 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001), 1139. 
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untuk mengikrarkan talaknya di depan persidangan.
7
 Hal ini atas ijtihad 

hakim dalam kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 118 berbunyi: 

َّجٍِٔصِ ثِزَىَا رَي اَوِ رَؼِسُزِ جَب اٌمَعَ ِٓ اٌْ ُٗ اَوِ ػَ ٍَُّ َْ فًٔ غَُِرِ ػَ ْْ وَب  ِٓ اٌجٍَِدُوِ أ بءِ ػًٍََ غَبئٔتِ ػَ
َّدِ ػًٔ خُجٖخُ ٌٔ َْ ْْ وَب  ٗٔ أ  ئٔسْ فٍٔ غَُِرِػُمُىِثَخٔ اٌَّ

‚Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di 

luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan majelis karena orang 

tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan kecuali dalam 

perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti.‛ 

Pengambilan hak istri seperti nafkah dsb bisa dititipkan pada kasir 

pengadilan dan pengambilannya biasanya di waktu pengambilan akta cerai. 

Pengadilan Agama Bojonegoro sampai saat ini masih belum ada perkara 

yang terdaftar mengenai pembatalan akta cerai karena terbukti bahwa ketika 

istri tidak hadir dalam persidangan, pihak istri dalam keadaan haid atau 

dalam sebab lainnya.
8
 

Hal di atas menunjukkan bahwa majelis hakim lebih menggunakan 

maslahah yang sesuai dengan prinsip Peradilan yaitu memberikan keadilan 

bagi setiap orang yang mencari keadilan. Hukum Islam menjelaskan bahwa 

hak talak ada pada suami, jika menunggu sampai isteri atau wakilnya datang, 

sedangkan batas suami mengucapkan ikrar talaknya setelah berkekuatan 

hukum tetap adalah selama 6 bulan sejak dibacakan putusan Pengadilan 

Agama tentang izin ikrar talak. Adapun akibat yang akan terjadi  jika suami 

menunggu sampai istri atau wakilnya hadir dalam sidang ikrar talak 

diantaranya sebagai berikut: 

                                                           
7
 Drs. A.Muhtarom., Wawancara, Bojonegoro, 14 April 2019. 

8
 Ibid., 
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1. Status suami menjadi tidak jelas dalam kepastian menjadi mantan suami 

dari isteri sahnya 

2. Pihak suami akan melakukan hal yang tidak pantas seperti mencari 

pelarian di sarang pelacur dll. 

3. Tidak sesuai dengan asas Pengadilan Agama yakni asas biaya ringan, 

cepat dan sederhana 

4. Jika lebih dari enam bulan, suami tidak juga mengucapkan ikrar talaknya, 

maka hak suami untuk mengucapkan talak gugur dan ikatan perkaiwinan 

tetap sah 

5. Perkara yang terdaftar dalam Pengadilan Agama khususnya dalam perkara 

perdata akan semakin banyak perkara yang belum terselesaikan dan 

berkekuatan hukum tetap. 

Terdapat aturan dalam mengeluarkan putusan hukum pengadilan 

yang diperhatikan dalam Islam sebagai berikut: 

1. Bersegeralah mengeluarkan putusan hukum setelah kebenaran benar-

benar terbukti di hadapan qadhi. Tidak boleh menunda-nunda kecuali 

dalam perkara yang masih meragukan, ada harapan perdamaian di antara 

para kerabat, dan memberikan kesempatan dalam jangka waktu tertentu 

kepada pihak tergugat untuk menolak dan menyangkal kesaksian yang 

ada. 

2. Ketika mengeluarkan putusan hukum, itu dilakukan dengan dihadiri oleh 

pihak-pihak yang berperkara dan di hadapan mereka (judgment in the 
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presence), tidak boleh di lakukan secara tersembunyi (in absentia) dan 

tidak boleh melakukan proses pengadilan terhadap orang yang tidak ada 

kecuali karena darurat atau karena suatu kemaslahatan. Hal ini berarti 

tidak boleh mengeluarkan putusan hukum tanpa dihadiri pihak-pihak yang 

berperkara. Sementara itu, selain ulama Hanafiah memperbolehkan untuk 

melakukan proses pengadilan terhadap orang yang tidak hadir dan 

mengeluarkan putusan hukum terhadap pihak tergugat secara in absentia. 

3. Putusan hukum yang dikeluarkan hendaknya disertai dengan uraian 

tentang alasan-alasannya dan penjelasan tentang sebab-sebabnya yang 

menjadi landasan putusan tersebut. 

4. Pendokumentasian putusan hukum dengan mencatat dan 

mendokumentasikan putusan-putusan yang dikeluarkan dalam sebuah 

buku catatan khusus. 

Dalam kitab Asybah wan Nadhaair halam 62 berbunyi: 

َّصَب ٌٔخُ َُ ػًٍََ جٍَت اٌْ ُِمَدِّ َّفَب ضٔدِ   دَرِءُاٌْ

‚Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik 

kemaslahatan.‛ 

Menurut penulis, penulis melihat kasus yang terjadi di pengadilan 

Agama Bojonegoro terhadap perkara ikrar talak dalam perspektif KHI dalam 

pasal 113 ayat 3 yang merupakan rujukan normatif bagi masyarakat muslim, 

memang tidak sesuai. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman menegaskan keberadaan dari asas Audi Et Alteram 

Partem (mendengar kedua belah pihak) dalam hukum acara perdata yang 
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berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama 

adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. 

Akan tetapi penulis melihat bahwa para hakim berargumen dengan kuat 

bahwa tindakan mereka menetapkan ikrar talak tanpa dihadiri isteri atau 

kuasa hukum isteri masih bisa digunakan secara prosedural karena merujuk 

pada UUPA pasal 70 ayat 5.  

Para hakim juga masih berargumen bahwa penetapan haid atau 

tidak haid  pada kondisi isteri untuk keadaan normal dan tidak normal, maka 

majelis hakim dalam menetapkan ikrar talak pada perkara cerai talak ini 

berijtihad dan mempunyai landasan hukum ketika pihak isteri atau wakilnya 

tidak hadir dalam persidangan dan dianggap kondisi pihak isteri atau 

termohon dalam keadaan suci. Keyakinan hakim untuk menganggap kondisi 

isteri dalam keadaan suci karena mengumpamakan dengan kondisi manusia 

yang terlahir dalam keadaan fitrah atau suci bersih. Hal ini sesuai dengan 

kaidah fiqih yang berbunyi: 

ُٓ لَا َُسَايُ ثِب اٌشٖهٓ    اٌََُْمُِٔ
‚Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan‛ 

Kaidah ini menandaskan bahwa hukum yang sudah berlandaskan 

keyakinan tidak dapat dipengaruhi oleh keraguan yang timbul kemudian. 

Yang dimaksud yakin dalam kaidah ini adalah tercapainya kemantapan hati 

pada satu objek hukum yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah 

mencapai kadar pengetahuan yang mantap atau persepsi kuat. Karena walau 
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bagaimanapun, hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda 

tanya tidak dapat disejajarkan dengan keyakinan.
9
 

Hadist Nabi Muhammad SAW berbunyi: 

لْوَسْجد حَتَّى يشَْوَعَ إِذاَ وَجَدَ أَ حَدُ كُنْ فِىْ بطَْنِهِ شَيْئبً فَبَ شْكَلَ عَليَْهِ أخَْرَجَ هِنْهِ شَئٌ أمَْ لاَ ؟ فلَاَ يَخْرُجَنَّ هِنَ ا

 صَوْ تبً أوَْ يَجِدَ رِ يْحًب

‚apabila salah seorang diantara kalian merasakan ‘sesuatu’ di dalam 

perutnya, kemudian dia ragu, apakah telah keluar sesuatu (dari perutnya) 

atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid (membatalkan shalatnya), 

sampai dia mendengar suara atau mencium bau (HR. Muslim).
10

 

Hadis ini terbangun konsep serta metodologi-analisis mengenai status 

ojjek, yakni dengan cara melihat status hukum asalnya yang tidak berubah 

hingga ada unsur eksternal yang valid dan mampu mempengaruhi 

keasliannya. Nabi saw menegaskan, keraguan yang baru timbul itu tidak 

dapat mempengaruhi status wudlunya. Kecuali jika dia memang telah benar-

benar mendengar bunyi atau mencium bau angin tersebut. Kaidah yang 

senada dengan al-Yaqin la yuzalu bi al-Syakk adalah: 

َْ َِبوَب َْ ػًٍََ  َِبوَب ًُ ثَمَب ءُ   اَلَأصِ
‚Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya.‛ 

Kaidah ini menandaskan bahwa suatu perkara yang telah berada pada 

satu kondisi tertentu di masa sebelumnya, akan tetapi seperti kondisi semula 

selama tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Karena dasar 

                                                           
9
 Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Thabary, Tafsir al-Thabary (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H, XI/ 

116. 
10

 Abu al-Husayn Muslim bin al-hajjaj al-Nisaburi, Shahih Muslim, ed. Muhammad Fu’ad ‘abd al-

Baqi, Dar –Ihya’ al-Turats al-Arabi, Beirut, I/276. No. 362. 
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sebuah sesuatu adalah tidak berubah atau tetap seperti sedia kala (baqa’). 

Dalam artian, jika sebelumnya sudah ‘ada’, maka selanjutnya tetap dihukumi 

‘ada’. begitupun jika sebelumnya ‘tidak ada’, maka pada masa selanjutnya 

tetap dihukumi ‘tidak ada’.
11

 

Setelah putusan itu ada masa tenggang untuk salah satu pihak yang 

tidak terima mengajukan upaya hukum. Jika putusan kontradiktoir maka 

upaya hukum nya adalah banding kasasi dan seterusnya namun dalam 

putusan verstek upaya hukumnya adalah verzet. Jika sampai 14 hari untuk 

upaya hukum itu tidak ditempuh, maka putusan itu sudah berkekuatan 

hukum tetap dan majelis hakim menganggap pihak isteri sudah menerima 

dengan isi putusan tersebut. Artinya pihak istri tidak lagi keberatan untuk 

diceraikan. Setelah putus pengadilan berkewajiban menyampaikan isi 

putusan. Kalau cerai gugat hanya menyampaikan isi putusan kemudian kalau 

cerai talak nanti ada tahap berikutnya untuk pemanggilan ikrar talak. 

Penulis melihat para hakim cukup kuat jika mereka telah mengadakan 

pemanggilan yang cukup jumlah nya pada pihak istri atau kuasanya yang 

kemudian tidak hadir dalam persidangan. Biaya dalam perkara cerai talak 

akan ditanggung oleh pihak pemohon yakni suami dan pihak termohon yang 

dimaksud adalah istri tidak ikut serta dalam biaya perkara. Dalam hal ini, 

jika pihak suami terus menunggu pihak istri untuk hadir di sidang ikrar talak 

sedangkan hak talak adalah haknya karena dengan pertimbangan lebih 

mengedepankan pemikiran dan logika dalam suatu persoalan dibandingkan 

                                                           
11

 Maimoen Zubair, Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Buku Fiqh Konsektual) buku I (Surabaya: 

Khalista, 2006), 148. 
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istri yang hanya mengedepankan emosi. Ketika majelis hakim tidak 

membolehkan suami mengikrarkan talaknya tanpa hadirnya istri maka 

pengadilan dinilai salah karena tidak melayani suatu perkara tidak 

berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan sedangkan SOP sudah 

dijalankan dengan baik mulai dari awal sidang hingga putusan dan sidang 

ikrar talak merupakan eksekusi setelah adanya putusan yang berkekuatan 

hukum tetap. Adapun menurut hukum Islam untuk menghitung iddah istri 

atau putusnya perkawinan adalah saat putusan itu dibacakan, namun hal ini 

berbeda dengan peraturan negara yang menyatakan putusnya perkawinan dan 

menghitung iddah istri adaah saat ikrar talak dibacakan di depan Pengadilan 

Agama.  

Majelis hakim yang telah memutus dan mengizinkan ikrar talak 

kepada suami tanpa hadirnya isteri dalam persidangan ikrar talak di 

Pengadilan Agama Bojonegoro dan menganggap kondisi istri dalam kondisi 

suci dengan menggunakan kaidah fiqih ini juga sangat memberikan manfaat 

dan kemaslahatan terhadap suami agar tertib administrasi dalam peraturan 

negara dan tetap melindungi hak istri dan anaknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada penjelasan dari bab I sampai bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Di Pengadilan Agama Bojonegoro terdapat cukup kasus perkara talak 

dalam sidang ikrar talak yang tidak dihadiri istri atau kuasanya. Kasus 

tersebut biasanya karena karena pihak termohon atau kuasanya telah 

dipanggil secara patut dan resmi untuk hadir dalam persidangan ikrar 

talak. Pada akhirnya pihak suami mengikrarkan talaknya tanpa dihadiri 

istri atau kuasa hukumnya dan tanpa mengetahui kondisi istri dalam 

keadaan suci ataupun haid dan lainnya. 

2. Jika ditinjau menurut Hukum Islam  cerai talak di Pengadilan Agama 

Bojonegoro tanpa dihadiri isteri atau kuasanya, maka untuk menentukan 

kondisi istri dalam menetapkan ikrar talak adalah menggunakan kaidah 

fiqiyah yang senada dengan al-Yaqin la yuzalu bi al-Syakk. Menurut KHI 

dalam pasal 113 ayat 3 yang menjadi rujukan bagi umat Islam adalah jika 

situasi yang terjadi secara normal dalam arti kedua belah pihak hadir. 

B. Saran 

C. Dalam perkara perdata khususnya perkara cerai talak haruslah dihadiri oleh 

kedua belah pihak agar  status kondisi istri dapat diketahui oleh majelis 

hakim dan keterangan dalam cerai talak bisa lengkap untuk menghitung 

iddah.
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